PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN
KELAS Il

LAPORAN
KINERJA

INSTANSI
PEMERINTAH

2021

.
-~

ST ST Tarraa

SIAP - Sigap, Inovatif, Akuntabel, Professional



KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Instruksi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan LKjIP ini selain memenuhi agenda reformasi
birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas manajemen kinerja juga merupakan
suatu kewajiban pertanggung jawaban guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang
transparansi, akuntabel, bersih, professional, semangat pelayanan public, dan integritas
pengabdian dibidang penegakan hokum untuk mencapai visi dan misi pengadilan. Selama
tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan berbagai program
dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun Tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 yang terdiri dari 4 Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana
Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun
pada 2021.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini dapat memenuhi
harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat dengan adanya transparansi
dan analisis pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama sehingga ukuran realisasi
kinerja yang telah ditetapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja Pengadilan. Pada
akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini semoga kedepannya LkjIP ini dapat

menjadi acuan dalam mengukur pencapaian target dan realisasi kinerja.




IKHTISAR EKSEKUTIF ‘

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sehmls tahun 2021 telah berhasil
melaksanakan misi dalam rangkan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Dengan ditetapkannya 4 sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misi maka
kinerja menjadi lebih terarah dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan
target kinerja pada 18 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 sasaran strategis yang ditetapkan
tersebut, indek capaian keberhasilan sasaran strategis tersebut ‘zsebagian besar berhasil dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rencana Strategis tahun 2021
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah Karimun awalnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada
umumnya dan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Ekonomi sosial
budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah
Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada
tanggal 4 Oktober 1999.

Pembentukan Kabupaten Karimun ini bersamaan dengan terbentuknya
beberapa Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yaitu tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam.

Setelah terbentuknya Kabupaten Karimun, keluarlah Keputusan Presiden
Nomor : 99 tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003, tentang Pembentukan Pengadilan
Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun. Pada tahun 2004 dibangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
oleh Menteri Kehakiman RI diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karimun seluas +
5.000 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diresmikan pada tanggal 9 Agustus
2004 oleh Prof. DR. Bagir manan, SH, McL Ketua Mahkamah Agung RI, dengan
diresmikannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka tuntutan masyarakat

pencari keadilan di Kabupaten Karimun telah terwujud.
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Dengan digulirkannva tunjangan khusus yang berbasis kinerja Pengadilan
dituntut untuk memperbaiki pelavanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayvanan
publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan
instansi/lembaga kepada masvarakat pencari keadilan. Dalam peningkatan pelayanan

harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki

akuntabilitas kepada mitra kerma, vang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang
termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistim
perencanaan disertai dengan perwyjudan sistim akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan
dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program-program vang telah
disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannyva
dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari
keadian.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistim Akuntabilitas adalah penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yag merupakan pedoman pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, untuk mewuyjudkan kegiatan vang dilaksanakan secara terencana
dan terukur dan teruji.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun membentuk komitmen
vang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKyIP).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama vang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dan pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnva sebagai lembaga yudikatif mempunvai tugas dan
fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkra-perkara pidana
maupun perdata vag diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang
diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengacilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretans

mempunyai tugas pelayvanan dibidang tekmis admimstrasi perkara dan administrasi
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peradilan lainnva dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah
Peradilan.

Pengadilan Negeri sebagai badan vang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnva terlepas dari
pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

1. Fungsi.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama
mempunvai fungsi utama vaitu :
1. Fungsi Peradilan

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

b. Mengajukan berkas perkara vag mengajukan upaya hukum ke Tingkat

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

¢. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Nasehat.
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang

hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain vang meminta

(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di

Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

admuinistrative dan (inansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

4. Fungsi lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memenksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004,
Pengadilan Negen dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 {entang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perma Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretanatan
Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan negenn Tanjung Balai Karimun
bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua
Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Kelua Pengadilan Tanjung Balai Karimun.
Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberkan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. dan Sebagai pelaksana
administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Tanjung Balai Karimun;
2. Wakil Ketua Pengadilan, memiliki tugas antara lain:

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerjajangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannva serta pengorganisasiannya.

b. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

¢. Melaksanakan tugas vang didelegasikan oleh Ketua .

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan vang berlaku serta melaporkan

hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

. Hakim.

2

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai peritah
pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009, vang bertugas menetapkan Hari Sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya serta menyelesaikan semua perkara
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vang diajukan kepadanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita
acara persidangan serta menanda tanganinva, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan. melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, Perdata, dan
Pidana serta , Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi. dan Pelaporan, Subbagian
Kepegawaian,Organisasi dan tata laksana serta Subbagian Umum dan Keuangan yang

ditugaskan kepadanya untuk dilaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan ;

4. Panitera adalah aparatur tata usaha negara vang dalam menjalankan tugas dan fungsinva
berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karnmun,
yang mempunyai tugas melaksanakan pembernian dukungan di bidang tekms dan
admunistrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat vang berkaitan dengan perkara

Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata,
c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penvajan data perkara. dan

transparansi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan,

minutasi, evaluasi dan admimstrasi Kepaniteraan;
g. Pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Neger.

5. Sekretaris adalah aparatur tata usaha negara vang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri,
Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan

prasarana di lingkungan Pengadilan Negen.

5
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6. Panitera Muda Perdata mempunvai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

perdata. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1.

2.

9.

10.

11

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan diminutasi

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pithak vang
tidak hadir

pelaksanaan penyampaian pembentahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upava hukum kepada
para pthak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyvai kekuatan hukum
tetap

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan n. pelaksanaan fungsi lain vang

diberikan oleh Panitera

7. Panitera Muda Pidana mempunvai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

pidana. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menvelenggarakan fungsi:

1.

2

3.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
Pelaksanaan registrasi perkara pidana,

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon;
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4. Pelaksanaan distribusi perkara vang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan Ketua

Pengadilan;

5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

6. Pelaksanaan penerimaan permohonan 1jin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan

diminutasi;

8. Pelaksanaan pemberitahuan 151 putusan tingkat pertama kepada para pithak yang
tidak hadir;

9. Pelaksanaan penyampaian pembentahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali;

11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembentahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pthak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung;

12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara vang sudah berkekuatan hukum tetap

kepada Panitera Muda Hukum;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAL KARIMUN TAHIN 2021



17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan

tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara:

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan

dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dar masyarakat, hubungan masyarakat
dan;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penviapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi serta pelaporan.

10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi

dan tata laksana

11. Subbagian Umum dan Keuangan mempunvai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip. perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masvarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

12. Pamtera Pengganti adalah aparatur negara fungsional yang mempunyair tugas
membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannva sidang Pengadilan
bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat
penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannva, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan
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Perkara vang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara

kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah vang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, menvampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penvitaan atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyilaan, yang salinannva

kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.
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BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA
WAKIL KETUA
MAJLIS HAKIM Renny Arispondv. SH. MH
FANITERA SEKRETARIS
PANMUD PANMUD PANMUD KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PIDANA - PERBATA— [——HURUM— KEPEGAWAIA UMUM DAN PERENCAN
N, KEUANGAN AAAN TI
Roni Eclando Supriadi, SH Almasih ORGANISASI DAN
' DAN im‘.q PELAPORA
| | | | | - |
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
1.Jkhwandi 1.Sodikul Waadil Ruth Hellen 1-§8dA!11ilFa 1 I':l:;:mnah Arex Rian
Saputra Rambe amin, SH. Simat: : ndriani, -850
2 SeEtia Gusrini 2.Hera Indra, AIE;Z Hpans 2.Mimi Susantj, SH ; K’r‘:l]j"":" Protoma,
' ! . . ru
3.HeriIrfan SH S1P Amd
PP lisp

Barata Muharamin,SH

1. Rosi Gustina,SH

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinva, Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektil yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek Strategis antara lain :
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1. Pencanangan Zona Integritas

Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas
merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan
dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui
langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan dukungan Aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja
tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun telah melakukan pencanangannya pada tanggal 05 Maret 2019 dan

melakukan pembangunan zona integritas pada tahun 2020.

1

r_1
eicunc T

- IBANGUNAN 1A INTEGRITAS

Gambar 1. Pencananganan Pembangunan Zona Integritas

2. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan PTSP merupakan pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan pengadilan melalui satu pintu, PTSP ditujukan untuk mewujudkan
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas
pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran

hukum dan etika sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Badilum No.
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3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan SK Dirjen Badilum No.
77/DJU/SK/HMO03.3/2/2018.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun saat ini berupaya meningkatkan pelayanan
vang prima dan berstandar kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi.
Upaya vang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan
pelayanan pada PTSP dengan melakukan pembinaan kepada petugas dan penerapan 5
S bagi petugas.

Gambar 2. Ruang PTSP PN Tanjung Balai Karimun

3. Membangun Inovasi peningkatan pelayanan Publik.

1. Antrian PTSP

Merupakan Aplikasi Pelayanan PTSP dengan sistem antrian berbasis Webserver
vang bisa diakses melalui Kios oleh pengunjung di Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun. Layanan ini merupakan mesin antrian, setiap pengunjung datang
harus menekan pilihan meja tujuan seperti meja layanan Hukum, meja layanan
Pidana, Meja layanan Perdata, meja layanan Umum, meja layanan e-Court, dan
meja lavanan Inzage, setelah layanan dipilih mesin mengeluarkan print out beruba

no antrian, dan langsung terhubung dengan petugas lavanan.
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ANTRIAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP)

Gambar 3. Inovasi Aplikasi Antrian PTSP.

2. SiBeta ( Aplikasi Besuk Tahanan )

Merupakan Aplikasi yang terintegrasi langsung dengan social media — Whatsapp
dalam pengurusan izin besuk tahanan bisa langsung scan QR Code dari smart
Phone dan petugas formulir pengajuan akan diterima petugas selanjutnya akan di
proses oleh petugas PTSP dan selanjutnya petugas akan memberitahu lewat WA
bahwa surat sudah bisa di ambil di Pengadilan Neger1 Tanjung Balai Karimun.
Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan pengunjung / pencari keadilan
untuk memperoleh izin besuk tanpa harus ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, cukup dengan membuat permohonan dari Whatsapp 1zin akan diproses

oleh petugas Meja Pidana.
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Gambar 4. Aplikasi SI Beta (Aplikasi Besuk Tahanan)

3. Survey Harian
Merupakan aplikasi yang dibuat untuk menentukan kepuasan pelanggan setiap hari
terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, aplikasi ini bisa

langsung diakses melalui Kios yang ada di ruangan PTSP.
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PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN.
KELAS Il

Y e i g
INDEXS KEPUASAN MASYARAKAT

_ Puaskah Anda Dengan Pelayanan di Kantor Kam|

Gambar 5. Inovasi Survey Harian

4. Inovasi E-Brosur

Merupakan Elektronik Brosur yang di akses menggunakan QR Code melalui
smartphone dengan cara melakukan scan balcode dan di smartphone memunculkan
informasi yang diinginkan. Elektronik Brosur meliputi Info Tilang, Indeks
Kepuasan Masyarakat, Indek Persepsi Korupsi, Informasi Sidang, Informasi

Gugatan Sederhana dan Informasi Eraterang.

PENGADILAN MEGERI
TANIUNG BALAY KARIMUMN

Gambar 6. Elektronik Brosur
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5. Inovasi E- Survey IKM dan IPAK
Merupakan layanan survey kepuasan Masyarakat yang bersifat survey elektronik,
layanan ini bisa langsung diakses dari Website Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, dan pengunjung bisa menjawab questioner yang diminta dan selanjtnya
jawaban dari responden langsung disimpan yang selanjutnya akan dilakukan

penghitungan secara elektronik.

Yuks Kita Isi Kuesioner !!!
I Ij Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
|']; indeks perseps Korupsi K

Gugatan Sederhana

Gambar 7. Bentuk e-Survey IKM dan IPAK dari Website PN Tanjung Balai

Karimun

6. Inovasi Audio Gratifikasi

Merupakan Pemutaran Audio Gratifikasi, larangan merokok, dan komitmen

bersama yang berbasis Web, Audio ini diputar setiap 1 jam sekali secara otomastis.
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Gambar 8. Bentuk Inovasi Audio Gratifikasi, melarang merokok dan komitmen

bersama

7. Sistem Layanan Informasi PN Tanjung Balai Karimun (SILIMUN)

Merupakan layanan informasi yang berbasis Whatsapp yang bisa diakses oleh
masyarakat terhadap infomasi yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun. Masyarakat bisa langsung memasukkan no Whatshapp yang tertera di
Meja Informasi dan petugas / admin akan dengan cepat merespon setiap
permintaan informasi yang masuk. termasuk kritik dan saran terhadap Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun. No Silimun adalah 082172659160.

Bisukan notifikasi B

Notifikasi khusus

Tampllkan media

Enkripsi
Pesan dan panggilan terenknpst secarmn o
). Ketuk u

ntuk memvernnkasi

Info dan nomor telepon

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
21 Juli 202¢

+62 821-7265-9160 = . - -

Grup yang sama

Gambar 9. Inovasi Si-Limun
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4. Implementasi Penanganan Perkara secara elektronik.

Saat ini Mahkamah Agung sudah berupaya meningkatkan kinerja peradilan
dibawahnva melalui Case Manajemen Sistem dimana suatu manajemen vang
menangani proses perkara dipengadilan secara elektronik, svstem vang dibuat dengan
memantaatkan teknologi informasi yang bemama Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) serta Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Direktori Putusan

dimana system 1ini sudah diberlakukan diPengadilan Negen Tanjung Balair Kannmun,
Sistem manajemen ini dibuat untuk membantu penyimpanan data perkara secara
elektronik agar tertib administrasi dan apabila dibutuhkan dalam pencarian data lebih
efektif dan efesien juga sebagal monitoring perkara vang sedang berjalan dan minutasi

serta setiap putusan bisa langsung diliat oleh public.

Disamping SIPP dan MIS, system elektronik yang diberlakukan adalah Aplikasi E-
Court dengan Fitur e-filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-pavment
{pembavaran panjar biaya perkara secara elektronik). e-summon (pemanggilan dan
pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018, dengan adanya system ini public
yvang merupakan pengguna ecourt yang terdaftar bisa berperkara secara elektronik
secara online tidak mengharuskan selalu datang kepengadilan. Setiap perkara yang
didaftar melalui e-Court, setelah melakukan pembavaran, Pengadilan akan langsung
melakukan konfirmasi dan secara otomatis akan tercatat di SIPP, dan riwayat perkara
secara otomatis tampil di e-court. Perkara yang bisa didaftarkan adalah perkara perdata
permohonan, perdata gugatan dan perdata gugatan sederhana, dan semua proses
persidangan dilakukan melalu elekironik, kecual sidang pertama dan pembuktian

surat.
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Gambar 10. SIPP dan MIS PN Tanjung Balai Karimun

5. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu.

Bahwa saat ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mendapatkan
Sertifikasi Akreditasi dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum MA RI dengan jumlah nilai 705 ber Predikat A Excellent dari nilai
sebelumnya yaitu 680 berpredikat B berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan
Umum No. 1045/DJU/SK/OTO01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, Nilai tersebut
diperoleh berdasarkan survailence ke 2 yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Pekanbaru. Upaya yang ditempuh untuk mempertahankan nilai tersebut yaitu
meningkatkan kembali kinerja aparatur, meningkatkan pelayanan standar peradilan
yang bermutu dan prima sesuai dengan manajemen mutu yang mencangkup tujuan,
sasaran mutu, visi dan misi, sehingga menciptakan pelayanan yang lebih baik dan

bermutu untuk membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.
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Tabel 1. Penilaian Akreditasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

PN TANJUNG BALAI
KARIMUN KELAS IT

708 =A(EXCELLENT)

680 =B

705 = A (EXCELLENT)

13 Juli 2018

19 September 2019

10 Maret 2021

AKREDITASI

SURVEILENCE
KE- 1

SURVEILENCE
KE -2

6. Akses terhadap pengadilan bagi pencari keadilan.

Seluruh Pengadilan berkomitmen memberi layanan yang mudah, murah dan

terjangkau dan mudah diakses apabila dibutuhkan informasi melalui meja informasi

dan Penanganan Pengaduan melalui meja pengaduan. Informasi diperoleh bisa berupa

pemberitahuan dari meja informasi, atau informasi secara elektronik melalui Website

seperti SIPP Web, Informasi Panjar Perkara, Informasi tilang,

proses layanan

Bantuan Hukum, Pengenalan Aplikasi SIWAS, Aplikasi eraterang dan informasi

berkaitan dengan Pengadilan. Sementara untuk penanganan pengaduan baik tertulis

maupun melalui SIWAS yang masuk akan langsung ditindak lanjuti oleh Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum

Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh

Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang
telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, sebagai lembaga yudikatif Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara-perkara pidana maupun perdata yag diajukan. Sedangkan dalam bidang
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administrasi vang diselenggarakan oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Panitera dan
Kesekretaniatan dibawah pimpinan Sekretaris Bagian Kepaniteraan mempunvai tugas
pelayanan dibidang teknis dan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya
dan Kesekretarian bertugas menjalankan pelayanan dibidang non teknis dan administrasi
umum dan operasional dan non operasinal kantor. Masalah objektif yang menjadi masalah
disemua peradilan termasuk di Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun isu strategis

vang selalu terjadi sebagai berikut:

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara,
Dalam penyelesaian perkara mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran No. 2
Tahun 2014 tentang, dalam surat edaran tersebut bahwa penvelesaian perkara pada
Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan namun yang menjadi masalah adalah
masih ada penyvelesaian perkara vang tidak tepat waktu dimana masih ditemui perkara
yang proses persidangan memakan waktu vang lama dan putus lebih dari 5 bulan, untuk
perkara pidana pencapaiannya tepat waktu seluruhnya tetapi untuk perkara perdata ada
perkara yang belum putus melewati 5 bulan dikerenakan para pihak berada diluar
negeri, Masalah lain yang dihadapi keterlambatan Panitera Pengganti meminutasi
perkara dikarenakan berita acara yang belum selesai, masalah tersebut menurunkan
nilai evaluasi kinerja sehingga melemahnya produktifitas penyelesaian perkara. Upaya
yvang ditempuh untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara adalah untuk
perkara yang para pihak berada diluar negen harus diupaya semaksimal mungkin relas
tersebut sampai dan para pihak bisa hadir untuk sidang dengan cara mensurati duta
kebangsaan dan meminta petunjuk ke Mahkamah Agung RI. Disamping itu juga
diperlukan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang Akuntabel yang
berpedoman dengan kebjakan surat edaran MA ientang penyvelesaian perkara
dipengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan dan ini
merupakan kebiyjakan pimpinan untuk memacu tingkat minutasi perkara dan
meningkatkan kinerja vang akuntabel, Upava lain yaitu menerapkan Kebijakan
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan begitu produktifitas penyelesaian perkara akan

meningkat karena ada acuan yang berstandar yang merupakan komitmen bersama,
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2. Belum efektifnva pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun harus
mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan
lembaga im sehingga dapat mewujudkan vist misi tersebut secara efektif dan efisien.
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan
kriteria penilaian yang terukur. Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas
pokok dan fungsi utama Pengadilan Negen sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian
perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dijadikan
sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun. Aparatur peradilan
dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah vang dituangkan dalam
standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masvarakat akan hadirnva kepastian
hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti
norma-norma vang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksnaan
norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnva dapat
memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya
sesual dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar
operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan

situasi dan kondisi masyarakat pencarn keadilan.

3. Terbatasnyva sarana pendukung TI

Dengan meningkainya luntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan,
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 269/KMA/SK/XI1/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka
pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.
Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun tanpa dukungan sarana dan prasarana vang memadai maka kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun, banvak alat pengolah data yang diadakan sebelum
sehingga umur manfaat dan sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Kendala

sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :
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- Pusat lavanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan
diterapkannya lavanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi
masvarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai
standar.

- Terbatasnya sarana kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga
banyak aparatur Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun yang menggunakan
sarana kerja teknologi informasi pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang
difabel

4. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Masih adanya masyarakat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ini
merupakan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan, ini
merupakan masalah untuk mencapai meningkatnva kepuasan masyarakat terhadap
putusan peradilan. Upaya vang dilakulan adalah memberi kesempatan kepada Hakim
untuk mengikuti diklat teknis dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan
kinerja dalam mengeluarkan putusan yang berkwalitas yang penuh dengan rasa
keadilan.

5. Akses terhadap pengadilan bagi pencari keadilan.
Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwyudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:
a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan,
b.Meringankan beban biava berperkara untuk masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

Masalah vang sering dihadapi kurang pemahaman masyarakat dalam memanf(aatkan
teknologi informasi mengenai prosedur dipengadilan sehingga kesulitan mendapatkan
informasi, akses yang diberikan didalam website sulit dimengerti sehingga masyarakat
untuk mendapatkan informasi harus langsung kepengadilan agar merasa puas,

khususnya bagi masyarakat muskin dan terpinggirkan, kebyakan yvang diberikan untuk
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meningkatkan layanan Bantuan Hukum termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung
No. 10 tahun 2010 tentang pedoman Pembenan Bantuan Hukum vang menyebutkan
mekanisme pemberian bantuan hukum yaitu penyediaan layanan pos bantuan hukum,
pemberian bantuan jasa advokad, pembebasan biava perkara melalui fasilitas prodeo
dan pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor
pengadilan. Dalam hal im pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah
menvediakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses
berbagai informasi pada website dan direkton putussan, untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan bantuan hukum juga tersedia fasilitas Pos Bantuan Hukum dengan
meminta bantuan kepada advokad sebagai petugas pelayanan, kebijakan lain yang perlu
ditempuh adalah dengan memben sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat
tentang pedoman pelayanan infomasi sebagmmana SK Ketua MA No
144/KMA/SK/1/2011 kepada masyarakat sehingga masyarakat tau prosedur Pengadilan

dalam mendapatkan bantuan hukum dan mengakses informasi.

6. Sumber Dava Manusia

Masalah kekurangan Sumber Daya Manusia menjadi masalah diseluruh Pengadilan
Negeri termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana pengadilan Negeri
masih kekurangan Panitera Pengganti dan Jurusita dan staf. Belum lagi perkara vang
masuk tiap tahun bertambah sehingga jumlah Rasio Majelis tidak sebanding dengan
banyaknva perkara masuk. Begitu juga jumlah Sumber Dava Manusia, dimana tugas
staf dusi oleh tenaga honorer, belum lagi masalah pada kurangnya kwalitas SDM dalam
bekerja dalam pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis, disamping itu juga
pola karir keahlian udak sesua dengan jabatan atau kompetensi serta beban kerja yang
belum merata. Upava yang ditempuh vaitu kebijjakan penguatan sumber dava manusia
dalam member kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat atau sosialisasi dan
melakukan pembinaan dan pengawasan rutin serta evaluasi terhadap kinerja aparatur
pengadilan, dan juga penempatan SDM sesuai dengan keahliannya, melakukan
pemerataan terhadap beban kena, berupaya mengusulkan selalu permintaan tenaga
teknis dan non teknis kepada MA serta berupaya menciptakan rasa tanggung jawab

terhadap pekerjaan dan rasa kesadaran kerja yang tinggi.
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F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2021 sebagai tolak
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pengantar.
Ikhtisar Eksekutif .
Daftar 1s1
BAB 1 Pendahuluan,
Pada bab ini disajikan penjelasan umum latar belakang masalah, tugas pokok
dan fungsu, struktur organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan
utam (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BABII  Ringkasan /Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021,
BAB III  Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang analisis perbandingan pengukuran
kinerja dalam hal:
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disapkan target dan realisasi kinerja tahun 2021,
membandingkan capaian kinerja 2021 dengan tahun lalu, membandingkan
realisasi tahun 2021 dengan target jangka menengah, dan analisis penyebab
kegagalan dan keberhasilan, analisis penggunaan sumber daya serta analisis

program vang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan vang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanpian Kinerja.
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BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun dimasa mendatang dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang untuk

meningkatkan kinerja.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah
sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa PN Tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. sementara Indikator
Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hasil reviu Rencana Strategis beserta IKU yang telah di reviu

adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan

e

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

= ® o™ oo

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
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i. Persentase perkara vang tidak mengajukan upayva hukum PK

e. Persentase perkara pidana anak yvang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap lavanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu
b. Persentase salinan putusan perkara pidana vang dikirim tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalw mediasi

c. Persentase berkas perkara vang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan lepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat vang dapat

diakses secara online dalam waktu | han setelah putus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu vang mendapat Lavanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanyuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan
kegiatan vang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan pokok
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikul :

1. Program dukungan manajemen
Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan kewangan Badan Urusan
Administrasi.
Indikator kegiatan: Penyelenggaraan layanan umum dan layanan perkatoran

Program dan kegiatan in1 untuk mendukung capaian indikator kinerja:
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Persentase sisa perkara Perdata vang diselesaikan

Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana khusus vang diselesaikan
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara pidana vang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan

Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upava hukum Kasasi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upava hukum PK
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

*

Indek responden pencari keadilan vang puas tethadap layanan peradilan
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat vang dapat

diakses secara online dalam waktu | hari setelah putus.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan

banding dan Layanan Pos Bantuan Hukum serta pembebasan biaya perkara prodeo.

*

*

Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim tepat wakiu.

Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikinm tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu.

Persentase pencan keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuu (dieksekusi)
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Tabel 2. Visi. Misi, Iku, Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020-2024

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Sasaran Strategis
Tujuan
Uraian Indikator Program Kegiatan
1. Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa | Program Pembinaan
Peradilan  yang pasti, perkara Perdata yang dukungan administrasi
Transparan dan Akuntabel diselesaikan manajemen dan
b. Persentase sisa pengelolaan
perkara Pidana yang keuangan
diselesaikan Badan Urusan
c. Persentase sisa Administrasi
perkara Pidana
Pencari  keadilan Khusus yang
merasa diselesaikan
kebutuhan dan d. Persentase perkara
kepuasannya Perdata, Yang
terpenuhi diselesaikan  tepat
waktu
e. Persentase perkara
Pidana Yang
diselesaikan  tepat
waktu
f. Persentase perkara
Pidana Khusus vang
diselesaikan  tepat
waktu
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g. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding
h. Persentase perkara
vang tidak
mengajukan upaya
hukum Kasasi
1. Persentase perkara
vang tidak
mengajukan upaya
hukum PK
J. Derscntasc porkara
pidana anak vang
diselesaikan dengan
Diversi
m. Index kepuasan | Program Pengadaan Sarana
pencari keadilan Dukungan dan Prasarana
Manajemen di Lingkungan
Mahkamah
Agung
K. Peninghatan  Eflektifitas | a. Persentase  Salinan | Program Peningkatan
Pengelolaan Putusan Pcrkara | Pencgakan  dan Manajemen
Penyelesaian Perkara Perdata vang dikinm | Pelayvanan Peradilan
Kepada Para Pihak | Hukum Umum
tepat waktu
b. Persentase salin an
putusan Perkara
Pidana yang dikirim
kepada para pihak
tepat waktu
¢. Persentase perkara Program
yang diselesaikan Dukungan Pembinaan
melalui mediasi Manajemen Administrasi
dan
pengelolaan
Keuangan
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d. Persentase  berkas jrogram Penegakan Badan Urusan
perkara vang | dan  DPclayanan Administrasi
diagjukan  Banding, | Hukum
Kasasi danPK secara Peningkatan
lengkap dan tepat Manajemen
waktu Peradilan

Umum

c¢. Peorsentasc Putusan | Program Pengadaan Sarana
Perkara vang Dukungan dan Prasarana
Menarik  Perhatian Manajemen di Lingkungan
Masyarakat  vang Mahkamah
Dapat Diakses Apung
Secara Online dalam
Waktu 1 Hani
Setelah Putus

Setiap pencari 1. Meningkatnva Akses | a. Persentase Pencari [rogram Penegakan | Peningkatan
keadilan dapat Peradilan bagi Keadilan Golongan | dan  Pelavanan Manajemen
menjangkau Masyarakat Miskin dan Tertentu yang | Hukum Peradilan
badan peradilan Terpinggirkan mendapat Lavanan Umum

Bantuan Hukum
(Posbakum).
Public percaya m. Meningkatnya kepatuhan | Persentase Putusan
bahwa PN terhadap putusan | Perkara Perdata vang
tanjung Balai Pengadilan ditindaklanjuti
Karimun {(dieksekusi)

memenuhi butir
| dan 2 diatas
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Tabel 3. MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi - . Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun yang Agung

Misi 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
2. Membenkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
X Taget
Nu Tujuan Sasaran Target
Jangka
Traan Indikator kanerja Uraian Indikater banerja
Menengah
2020 2021 022 2023 2024
1 Peran Leudiln  mensa Peseriuse sisa peckany perdaly 100% Terwujuduya  Proses Peseriuse susu perkany perdaly
dan  kef ya | yang diselesaik Peradilan yang Pasti, | yang diselessikan
terpentd Transparan dan 100% 100% 100% 100% 100
Akuntabel
Petsentase sisa perkara Pidaa 100 Petsenlase sisa perkara Pidam 100, 100 100 100, 1007
yang dsélesakan yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana 10, Pzrserniase sisa perkara Pidana JLU 190w 1ows JLU [ LU
khnsus yang diselesaikail khusus vang diselesaikan
Persentase perkara Perdata 8204 Perseruase perkara Perdata 30°% 8205 8205 86%% 33895
yang Jdiselesaikan yang diselesakan
tepal wakiu tepal waktu
Persentase perkara Pidana $7% Pzrseruase perkars Pidana 85% 87% 870 @1% Y
vang Jiselesaikan yang diselesukan
tepat waliu (zpat wakiu
Persentase perkara Pidana 8704 Porseruase perkara Pidana 85%% 87% 87% @104 93%
klsus yang, diselesaikan klsus yang, diselesaikan
tepal wakiu tepal waktu
Persentase  perkata  yang 38% Persenase  petkara  yang 85% 8T 8% M 93
Tilak Mengajukan Upava Tidak  Mengajukan Upaya
Hukwm Banding, Hukwn Bading
Persentase  perkara yang 3% Persentase  perkara  yang 0% 929, 930 6% 98%
Tidak Mengajukan LUpava Tidak Mengajukan Upava
Hubkwn Kasasi Hulown Kuasasi
Persentase  perkata  yang 6% Pessertose  petkara  yang 9479 95% 96%0 9T 98%
Tidak Mengajukan Upaya Tidak Mongajukan Upaya
Hukwm Peninjanan Kembali Hukwn Peninjanan Kembali
DPersemtase  Petkarn  Pidama B Parsentase  Perkaa  Pidana T e ) Pro [T
Anak vang Diselesaikan Anak  vang Diselesaikan
dengan Diversi dengan Diversi
33

LAPORAN KINER]A INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALA KARMUN TAHWN 2021




Index  Kepuasan  Pencan 38% Index  responden  pencan % T 98% 92% 9x05
Keadilan keadilan yang puas terhadap
layaman peratbilan
Public percaye hahwa PN | Pewsentase salinan  Puwsan 1000 Peningkatan Persertase  salinan  Putusan | 100%% 100%;, 100 100%;, UL
tayung  Bala  Karmun perkama perdaa yang ditarmm Efektivitas Pengelolaan perkar perdata yang dilurm
mentemi butis | dan 2 diatas kepada para pihak  Tepat Penyelesaian Perkira Tepat Waktu
Wakin
Petsenrase  salinan  Purusan 100% Persetuase salinan 0% 100% 100% 10% 0%
perkara Pidana vang dikurmm Putizan perkara Pidama
kepada paa gihal Tepat yang,  dikirin @ Tepat
Waktu Walklu
Petsentase  Perkara  vang 18% Petsentase  Perkaa  yong 1705 17% 18% 0% 21%
Diselesaikan melalui Mediasi Driselesaikan melalui M ediasi
Perseillase berkas perkara vaig 100 Parseivase erkas perkara vag 10404 100%0 100%% 100%% 1004
digpukan Randing, Kasasi dan digjnkan Randing, Kasas dan
PK secara lengkap dan tepat PK szcara lengkap dan tepat
wakin wakin
Perseitase  poiusan  petkara 100% Persentase  putvsan  perkara 1000 1009, 100%% 10025 1000
yang  aenaik  pethatian yvang menarik  peshatian
masyaraka vang  dapat masvarakd  yang  dapal
diakses secara online dalam diakses secara online dalom
vraktu | hari setelah diputus wakiu | han setzlah dipuus
Seliap pencari keadilan dapal | Persertase Pencari Keadilan 100% Meningkatnya Akses Persontase Pencari Keadilan 100%% 190°% 100°% 100%% 100°%
menjangkau badan Golongan  Temenmu  yang Peradilan bagi Golongan  Tertentu  yang
peradidan Mendapat Layanan Bartuan Masynrakat Miskin Mendapat Layaan Bauua
Hulaun (Poshaknm dan Terplnggirkan Hulmm (Poshaknms
Persentase  Putiean  Perkar Q1% Meningkatnya Perseniase  Pumzan  Perkam 9% 9% 9% 91%% 9%
Perdsa yang Duwmdaklanju Kepatuhan  Terhadap Perdaa vang Ditndaklanju
{dicksckusip TPutusan I dil. i1
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memuat
angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai
dalam periode 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi
penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal

sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

1. Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata yang | 100%
yang Pasti, Transparan, dan | Diselesaikan

Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Pidana yang | 100%

Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus | 100%

yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang | 82%

Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana vyang| 87%

diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana khusus| 87%

yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara vyang Tidak | 87%

Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak | 92%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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Persentase perkara vyang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

95%

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

7%

Index Kepuasan Pencari Keadilan

78%

2 Peningkatan
Pengelolaan

Perkara

Efektivitas

Penyelesaian

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

100%

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

17%

Persentase Berkas Perkara vyang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

100%

Persentase Putusan Perkara vyang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

100%

3. Meningkatnya

Peradilan bagi

Akses
Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

4, Meningkatnya

Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti {Dieksekusi)

91%
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasamya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja vang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2020, Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada INPRES Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja
Tahun 2021 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTIM),
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI
dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021 dan disusun berdasarkan Rencana

Kinerja Tahun 2020 vang disusun pada awal tahun 2021.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tahun 2021 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat diperinci sebagai
berikut :
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

1 Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata yang | 100%

yang Pasti, Transparan, dan | Diselesaikan

Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Pidana yang | 100%

Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus | 100%

yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata vyang | 82%

Diselesaikan Tepat Waktu
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Persentase perkara pidana vyang

diselesaikan tepat waktu

87%

Persentase perkara pidana khusus

vang diselesaikan tepat waktu

87%

Persentase Perkara vyang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

87%

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

92%

Persentase perkara vyang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

95%

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

7%

Index Kepuasan Pencari Keadilan

78%

2 Peningkatan
Pengelolaan

Perkara

Efektivitas

Penyelesaian

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

100%

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana vang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

17%

Persentase Berkas Perkara vyang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

100%

Persentase Putusan Perkara vyang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

100%
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3. Meningkatnya Akses Persentase Pencati Keadilan Golongan | 100%
Peradilan bagi Masyarakat | Tertentu vang Mendapat Layanan

Miskin dan Terpinggirkan Bantuan Hukum (Posbakum})

4. Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata | 91%

terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti {Dieksekusi)

Program Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen Rp. 4.514.817.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 119.452.000
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A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum

tercapai dalam tahun 2021 ini. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

Tingkat capaian kinerja = Realisasi X 100 %

Target

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data
Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus
disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria

informasi yang baik.
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Tabel 6. Target dan Realisasi Serta Capaian

9

Rata- rata capaian 91.65%
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Rata-rata Capaian 87.83%

100%

Rata — rata Capaian 100%

Rata-rata capaian 24.41%

Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 75,97%

Tingkat Persentase capaian kinerja ke 4 Sasaran Strategis dapat dilihat dari Diagram
berikut ini:

Diagram 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2021

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

—_ 90,50%87,83% 100 00%
’ o

80,00%

60,00%

40,00% 24,41%

0,00%
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B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja merupakan proses perbandingan Akuntabilitas kinerja
sebelumnya dengan Akuntabilitas kinerja yang saat ini, Analisis ini sebagai ukuran
sejauh mana capaian kinerja terealisasi dan diperlukan untuk mendapatkan umpan balik
untuk melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja berikutnya. Adapun Analisis
Realisasi dan Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun Tahun 2020
- 2024 ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah sebagai benkut:

1.  Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan
dan Akuntabel
Sasaran Strategis ini merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan Court bisnis Pengadilan, efektivitas dan
efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun
dengan mengukur tingkat indikator kinerja Utama. Sasaran im1 menggunakan 9

Indikator Kinerja Utama yaitu:

Persentase sisa perkara Perdata vang diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana vang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana khusus vang diselesaikan
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya hukum banding

® N RN

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
10. Persentase Pidana anak vang diselesatkan dengan Diversi.

11. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Setelah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, Rata-rala Capaian

untuk sasaran strategis 1 tersebut diatas tahun 2021 mencapai 91,65 %, dimana dari
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hasil analisis tidak semua yang ditetapkan tercapai ada beberapa indicator yang
tidak mencapai target, untuk lebih jelasnya dirincikan tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Strategis I

~
S

Rata- rata capaian 91,65%

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi kinerja
serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan

dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:
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a. Sasaran Strategis I Indikator : Persentase sisa perkara Perdata yang
diselesaikan

Persentase sisa perkara yvang diselesaikan ini merupakan Perbandingan sisa
perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang
diselesaikan dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan sisa
perkara perdata vang harus selesai dibagi dengan sisa perkara yang
diselesaikan dikali 100 persen dan dari hasil analisis, persentase nilai yang
diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data

yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indicator sisa perkara perdata yang

diselesaikan

Tahun Perkara Target Realisasi Capaian

Jumlah

Jumlah

Jumlah

100%

Jumlah ' ' ; 100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat jelas bahwa dari tahun 2018 s/d 2021
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mampu mencapai target dalam
penyelesaian sisa perkara perdata, Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan table
penyelesaian sisa perkara Perdata tahun ini dibandingkan dengan tahun

sebelumnya diuraikan dalam tabel dibawah ini.
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Tabel 9. Perbandingan penyelesaian sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara Sisa perkara
Tahun Perkara yang harus yang Realisasi
Diselesaikan diselesaikan

Diagram 2. Capaian sisa perkara Perdata yang diselesaikan Tahun 2018-2021

Capaian tahunan sisa perkd@®*%ang diselesaikan
100% 100%  100,00% 100%0% |

100%

80%

60% W Target

M Realisasi
40%
m Capaian

20%

O%ﬁi T T T T

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Dari table dan diagram diatas dijelaskan realisasi dari tahun 2018 s/d 2021

sesuai dengan target.

b. Sasaran I Indikator : Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ini merupakan Perbandingan sisa
perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Pidana yang
diselesaikan dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase  tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan sisa
perkara pidana yang harus selesai dibagi dengan sisa perkara pidana yang

diselesaikan dikali 100 persen dan dari hasil analisis, persentase nilai yang
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diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding. data

yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indicator sisa perkara pidana

yvang diselesaikan

T ) n ; . 3 X
l'ahun Perkara larget Realisasi Capaian

Jumlah 100%
VJurmlzlh _
~ Jumlah 100%

Jumlah 100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat jelas bahwa tiap tahun Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun mampu mencapai target dalam penyelesaian sisa
perkara Pidana, ini membuktikan bahwa target kinerja yang ditetapkan sama
dengan realisasi sehingga capaian maksimal. Untuk lebih jelasnya berikut
diuraikan table penyelesaian sisa perkara Perdata tahun ini dibandingkan dengan

tahun sebelumnya diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 11. Perbandingan penyelesaian sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Sisa perkara yang harus Sisa perkara yang

Tahun  Perkara : , , _ e
: — Diselesaikan diselesaikan Realisasi
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Diagram 3. Capaian sisa perkara Pidana yang diselesaikan Tahun 2018-2021

100%
80%
60%
40%
20%

0%

Capaian tahunan sisa peff&ra yang diselesaikan
100%  100%  100% 10080%

M Realisasi
T 1 T

Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021

m Capaian

Dari table dan diagram diatas dijelaskan bahwa target tercapai, dengan kata
lain realisasi dari tahun 2018 s/d 2021 sesuai dengan target, sehingga target

tercapai dan kinerja berhasil.

. Sasaran 1 Indikator : Persentase sisa perkara Pidana khusus yang

diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ini merupakan Perbandingan sisa
perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Pidana
khusus yang diselesaikan dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase
tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan
sisa perkara pidana khusus yang harus selesai dibagi dengan sisa perkara
pidana yang diselesaikan dikali 100 persen dan dari hasil analisis, persentase
nilai yang diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai
pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 12. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indicator sisa perkara pidana

khusus yang diselesaikan

Tahun Perkara Target Realisasi Capaian

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat jelas bahwa tiap tahun Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun mampu mencapai target dalam penyelesaian sisa
perkara Pidana, ini membuktikan bahwa target kinerja yang ditetapkan sama
dengan realisasi sehingga capaian maksimal. Untuk lebih jelasnya berikut
diuraikan table penyelesaian sisa perkara Perdata tahun ini dibandingkan dengan

tahun sebelumnya diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13. Perbandingan penyelesaian sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Sisa perkara vang Sisa perkara vang

Tahun Perkara ) . : g e
. — harus Diselesaikan diselesaikan Realisasi
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Diagram 4. Capaian sisa perkara Pidana yang diselesaikan Tahun 2018-2021

Capaian tahunan sisa p ra yang diselesaikan

10080%,
'
I
[ ]
0,8
0,6 M Target
aa M Realisasi
m Capaian
0,2

0 T T T T 1
Tahun 201{Tahun 201Tahun 202(Tahun 2021

Dari table dan diagram diatas dijelaskan bahwa target pada 3 tahun sebelumnya
tidak ditetapkan dikarenakan belum ada iku untuk mencapainya, dan pada
tahun 2021 baru bisa dilakukan penghitungan dan capaiannya tercapai, dengan
kata lain realisasi dari tahun 2021 sesuai dengan target, sehingga target tercapai

dan kinerja berhasil.

d. Sasaran Strategis 1 Indikator : Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan tepat waktu.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu perkara
yang diselesaikan tahun berjalan, jumlah perkara yang diselesaikan tahun
berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah
perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah
sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara Tepat waktu tingkat
pertama maximal 5 bulan, dan untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan jumlah
perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang
ada (yang diselesaikan) dikali 100 persen dan dari hasil analisis persentase
nilai yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun

sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 14. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indicator perkara Perdata yang
diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021.

Tahun Perkara

Target Realisasi Capaian

Diagram 5. Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis |
indicator perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021

capaian kinerja
0, -
e 94,28%
98% 510, 2 105,00%
100% - 809 82,00% W Target
M Realisasi
50% - y
m Capaian
0% ' ¥ 1 L
2018 2019 2020 2021

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indicator perkara
yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 86,36% dengan capaian
105%, namun kalau dilihat dari realisasi jumlah ini menurun dari tahun

sebelumnya.
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Tabel 15. analisis realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu

m perkara yang ada
W Putus

1 Sisa perkara

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang harus
diselesaikan (perkara yang ada) pada tahun 2021 sebesar 66 perkara,
sementara perkara yang putus tepat waktu sebesar 57 perkara, dan kalau
dilihat dari tahun sebelumnya grafik tersebut menurun dari tahun
sebelumnya, namun target yang ditetapkan bisa tercapai. Dapat
disimpulkan bahwa selama 3 tahun berjalan penyelesaian perkara perdata

menurun.
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Tabel 16. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

NO SISA
SISA PERKARA JUMLAH PERKARA CABUT TAH
PERKARA PERKAR MASUK BEBAN PUTUS UN
A TH.2021 2021
Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun
Perdata 1 Perdata Gugatan 6 44 50 40 3 p/
2 Perdata 43 43 33 8 2
Permohonan 16 16 10 4 2
3 Gugatan Sederhana
4 Perselisihan PHI
5 Perlawanan
e. Sasaran Strategis 1 Indikator : Persentase perkara Pidana yang

diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
merupakan perbandingan jumlah perkara vang diselesaikan tahun berjalan
dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu perkara
vang diselesaikan tahun berjalan, jumlah perkara vang diselesaikan tahun
berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah
perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah
sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara Tepat waktu tingkat
pertama maximal 5 bulan, dan untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan jumlah
perkara vang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang
ada (vang diselesaikan) dikali 100 persen dan dari hasil analisis persentase
nilai vang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun

sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 17. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indikator perkara Pidana yang

diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021.

Tahun Perkara Target Realisasi Capaian

Diagram 7. Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis |
indicator perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021

Capaian kinerja
100% 90’? 3% 97,25%
100% - 3% 88%,8 85% 87,00%
80% -
M Target
60% -
40% - M Realisasi
20% - W Capaian
0% T T 1 1
2018 2019 2020 2021

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat bahwa realisasi indicator perkara pidana
yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 97,25%, jumlah ini
menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan capaian menurun dari
tahun sebelumnya yaitu 97,25%, dengan kata lain target yang ditetapkan tidak

tercapai dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 18. Analisis realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu

W perkara yang ada
W Putus

I Sisa perkara

Dari Tabel dan 2 buah Diagram diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang
harus diselesaikan (perkara yang ada) pada tahun 2021 sebesar 78 perkara,
sementara perkara yang putus sebesar 66 perkara, dan realisasi pada tahun
ini sebesar 84,61%, jumlah ini menurun dari realisasi tahun 2020. Dapat
disimpulkan bahwa selama tahun sebelumnya penyelesaian perkara pidana
sempat meningkat namun realisasi pada tahun ini menurun dan target sudah

tercapai.
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Berikut ini tabel keadaan perkara Pidana tahun 2021 adalah sbb:

Tabel 19. Keadaan perkara pidana Tahun 2021

Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun

Pidana

1. Pidana Biasa

2. Pidana Singkat

3. Pidana Cepat

4. Pidana Anak

5. Pidana Pra Peradilan

6. Pidana Lalu Lintas

69

11

1349

78

11

1349

11

1349

12

f. Sasaran Strategis 1 Indikator : Persentase perkara Pidana khusus yang

diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja Persentase perkara pidana khusus vang diselesaikan tepat
waktu  merupakan perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara vang ada. Penyelesaian
perkara tepat waktu perkara yang diselesaikan tahun berjalan, jumlah perkara
vang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun
berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang
diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian
perkara Tepat waktu tingkat pertama maximal 5 bulan, dan untuk mengukur
persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara
membandingkan jumlah perkara vang diselesaikan tahun berjalan dibagi
dengan jumlah perkara yang ada (vang diselesaikan) dikali 100 persen dan dari
hasil analisis persentase nilai yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai

berikut:
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Tabel 20. Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis I indikator perkara Pidana khusus
yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021.

Tahun Perkara

Target Realisasi Capaian

Diagram 9. Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis |
indicator perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s/d 2021

Capaian kinerja

4 = 96,96%

095 +~

09 - M Target
0,85 - M Realisasi
0,8 1d W Capaian
0,75 T T T

2018 2019 2020 2021

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018-2020 tidak
ditetapkan target dikarenakan pada IKU belum dimasukkan indicator persentase
perkara pidana khusus, untuk realisasi indicator perkara pidana khusus yang

diselesaikan tepat waktu sebesar 84,36% dengan pencapaian 96,96%.
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Tabel 21. Analisis realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu

M perkara yang ada
M Putus

I Sisa perkara

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2018-2020 tidak
ditetapkan target dikarenakan indicator persentase perkara pidana khusus
tidak ditetapkan di IKU namun pada tahun 2021 realisasi sebesar 84,61%
dengan pencapaian 96,96%. Dimana jumlah perkara yang diselesaikan

sebanyak 211 dan diselesaikan sebanyak 178 bersisa 33 perkara.
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g. Sasaran Strategis 1 Indikator: Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara vyang tidak mengajukan upaya hukum merupakan
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi
jumlah putussan perkara dikali 100 persen dan ini merupakan kinerja hakim
terhadap putusan yvang dikeluarkan apakah dapat memberi kepuasan terhadap
masyarakat atau belum, secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang

diperoleh sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Perkara

Perkara yang Perkara vang tidak v, Realisasi
mengajukan mengajukan upaya
upaya hukum

Perkara

Jumlah

2019 Perdata 7 44 51 86.27%
Pidana 11 302 313 96,48%

Jumlah 346 ) 95.05%

2020 Perdata 6 34 40 85%
Pidana 20 260 280 92.85%

Jumlah 26 34 91.87%

Jumlah 2 89.70%
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Tabel 23. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021

Perkara Target Realisasi Capaian
Tahun
Banding
2018 Perdata 97.50% 87.71% | 89,96%
Pidana 97,50% 94,55% | 96,97%
Jumlah 97.50% 95,70%
2019 Perdata 95% 86,27% | 90,81%
Pidana 95% 96,48% 100%
Jumlah
2020 Perdata 85% 85% 100%
Pidana 85% 92.85% 100%
Jumlah 91,87%
2021 Perdata 87% 85,96% 100%
Pidana 87% 90,57% 100%

Jumlah

89,70%

103%

Diagram 11. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

120,00% - :
97,193,31% 5,00% - .
Al

7% |

0,00%

2018

2019

2020 2021

3,00% ELAELa

M Realisasi

capaian

Dari data tabel dan diagram diatas menjelaskan bahwa jumlah perkara yang
tidak mengajukan banding tahun 2021 sebesar 270 dari perkara putus sebesar
301 dan realisasi perkara yang tidak mengajukan banding tahun 2021 sebesar
89,70% dari target 87% dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 103%,

nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
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h. Sasaran Strategis 1 Indikator : Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kkasasi merupakan
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kkasasi
dibagi jumlah putussan perkara dikali 100 persen dan ini merupakan kinerja
hakim terhadap putusan yang dikeluarkan apakah dapat memberi kepuasan
terhadap masyarakat atau belum, secara hukum semakin sedikit yang
mengajukan upaya hukum semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap
putusan pengadilan. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari
laporan tahunan dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh
dibandingkan dengan persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai

pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Perkara yang Perkara yang tidak e Realisasi

mengajukan mengajukan upaya
upava hukum

Perkara yvang

putus

Jumlah 26 93.31%

2019 Perdata 1 50 51 98.03%
Pidana 8 305 313 97.44%

Jumlah S 355 97.52%

2020 Perdata 6 34 40 85%
Pidana 10 270 280 97.42%

Jumlah 30 91.21%

Jumlah 94 .35%

61

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHIN 2021



Tabel 25.

Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2021

2018

Jumlah

2019 Perdata 98% 98% 100%
Pidana 98% 97,44% | 99,42%
Jumlah
2020 Perdata 90% 85% 94,44%
Pidana 90% 97,42% 100%
Jumlah 91,21% 101%
2021 Perdata 92% 92.98% | 94,44%
Pidana 92% 94.67% 100%

Jumlah

Perkara

Perdata
Pidana

Target

98.55%
98.55%
97.50%

Realisasi

98,24%
97,66%

93.31%

94,35%

Capaian

99,68%
99,06%
95,70%

102%

Diagram 12. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021

2018 2019

2020 2021

105,00% >
100,00% 97,50% | 98,00% | : : ‘I:‘ s I’ |
95,00% 93,31 07,52% — 92% 02,00% M Target
£91,21% ; Z %
M Realisasi
90,00% 94,35%
: capaian
80,00% T T

Dari data tabel dan diagram diatas menjelaskan bahwa perkara yang tidak
mengajukan kasasi tahun 2021 sebesar 284 dari perkara putus sebesar 301 dan
realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi tahun 2021 sebesar 94,35%
dari target 92% dengan capaian kinerja yaitu 102%, nilai tersebut meningkat
dari sebelumnya, pencapaian melebihi target itu menunjukkan semakin

meningkatnya pencari keadilan mengajukan kasasi dari tahun sebelumnya.
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1. Sasaran 1 Indikator : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK merupakan
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dibagi
jumlah putussan perkara dikali 100 persen dan ini merupakan kinerja hakim
terhadap putusan yang dikeluarkan apakah dapat member kepuasan terhadap
masyarakat atau belum, secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang

diperoleh sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Perkara Realisasi

Perkara yang Perkara yang tidak
mengajukan mengajukan upaya
upaya hukum

Perkara

Jumlah

2019 Perdata 1 50 51 98.03%
Pidana 0 313 313 100%

Jumlah | 99 72%
2020 | Perdaia 0 40 40 100%
Pidana 0 280 280 100%

Jumlah ) 100%

Jumlah 100%
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Tabel 27. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Perkara Target Realisasi Capaian
Tahun
2018 Perdata 99.50% 98,24% | 98,73%
Pidana 99,50% 100% 100%
Rata-rata 97.50% 99.68% 100%
2019 Perdata 99% 98,03% | 99,02%
Pidana 99% 100% 100%
Rata-rata 99,72% 100%
2020 Perdata 94% 100% 100%
Pidana 94% 100% 100%
Rata-rata 100% 100%
2021 Perdata 95% 100% 100%
Pidana 95% 100% 100%

100%

Rata-rata

Diagram 13. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pk

PNy — 100,00%
100,00% *> 100,00% | vl
T, 7 300:00%
98,00% :
96,00% M Target
94,00% | -
—— M Realisasi
94,00%
capaian
92,00%
90,00% T T
2018 2019 2020 2021

Dari data tabel dan diagram diatas menjelaskan bahwa perkara yang tidak
mengajukan PK tahun 2021 sebesar 301 dari perkara putus sebesar 301 dan
realisasi perkara yang tidak mengajukan PK tahun 2021 sebesar 100% dari
target 95% dengan capaian kinerja yaitu 100%, nilai realisasi tersebut sama
dari tahun 2020, itu menunjukkan semakin meningkatnya pencari keadilan
merasa puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

dikarenakan rendahnya pencari keadilan mengajukan upaya hukum PK.
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J. Persentase perkara yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara yang diselesaitkan dengan Deversi merupakan
perbandingan jumlah perkara anak yang diselesaikan Deversi dengan jumlah
perkara anak yang masuk. Data diperoleh dari Laporan Tahunan yang disusun
tiap akhir tahun dan lebih rinci dijelaskan sbb:

Tabel 28. Perkara yang berhasil Diversi dari Tahun 2018 s/d 2021

Perkara Jumlah Diversi Realisasi
Tahun Anak Berhasil

Tidak berhasil

Tabel 29. Capaian Perkara Diversi dari tahun 2018 s/d 2021

Perkara Jumlah Diversi Realisasi Capaian
Tahun Anak vang berhasil Target e
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Diagram 14, Capaian Kinerja Penyelesaian perkara Deversi

MW Target
M Realisasi

"~ capaian

Dari Tabel dan Diagram diatas dalam tahun 2021 jumlah perkara diversi nihil
sama dengan tahun sebelumnya, dengan demikian realisasi tidak ada dan
pencapaian 0% sementara tahun 2018 perkara diversi berjumlah 1 dari 11
perkara anak dan realisasi 9% dan capaiannya 100%lihat capaian kinerja
sebesar 100%, ini menunjukkan pada tahun ini kurangnya keinginan para

pencari keadilan menyelesaikan perkara melalui diversi.

k. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
merupakan persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan, untuk
menentukan hasil tersebut dengan dilakukan survey kepuasan terhadap 100
responden dan masing-masing diberi pertanyaan secara tertulis dan langsung
dijawab, hasil dari jawaban tersebut dikelompokkan sesuai dengan interval
nilai yang ditentukan dan dari hasil analisis persentase nilai yang diperoleh
dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang
diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 30. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
Tahun Responden Target Realisasi | Capaian
2017 100 orang 95% 73,56% | 77,43%
2018 100 orang 75% 73,56% | 98,08%
2019 100 orang 78% 76,90% | 98,58%
2020 100 orang 77% 81,69% 100%
2021 100 orang 78% 81,31% 104%

Diagram 15. Indeks kepuasan pencari keadilan

To000% L 04%

98,58%

7 o, 78% 77% 78%
;| 81,6 Target
| 76,9 81,
Realisas
® Capaian

2018 2019 2020 2021

Dari Tabel dan diagram diatas terlihat jelas realisasi Tahun 2021 sebesar
81,39% dari target sebesar 78%, dan nilai capaian sebesar 104%, nilai realisasi
meningkat dari tahun sebelumnya. Ini membuktikan meningkatnya kepuasan

para pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun.

2. Sasaran Strategis : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 2 dalam rencana strategis. Sasaran ini
dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja SDM aparatur pengadilan di bidang
Administrasi pengelolaan perkara, efektivitas dan efisiensi penyelengaraan
administrasi perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan

mengukur tingkat Isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu, ukuran ini
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mengukur kinerja jurusita, Indikator berikutnya Perkarayang diselesaikan melalui
mediasi, ini mengukur kinerja hakim mediator dengan para pihak, indicator
selanjutnya berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu. ini mengukur kinerja pegawai dalam mencapai tertib administrasi
dalam penyelesaian upaya hukum yang diajukan para pihak sampai pada berkas
dikirim, dan vang terakhir adalah putusan perkara vang menarik perhatian
masyarakat vang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus,
indicator ini mengukur sejauh mana kinerja aparatur bekerja sesuai SOP dalam
menginput SIPP dan Direktori putusan sehingga akan tercapai one day one publish.

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak
tepat waktu.

2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat
waktu

3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

4. Persentase berkas perkara vang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu.

5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara oneline dalam waktu | hari setelah diputus

Setelah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, Rata-rata Capaian
untuk sasaran strategis 2 tersebut diatas tahun 2021 mencapai 87,83 %, dimana dari
hasil analisis semua yang ditetapkan tercapai, untuk lebih jelasnya dirincikan tabel

berikut;

Tabel 31. Target dan Realisasi Serta Capaian

-

Rata- rata capaian
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100%

100% 00¢

~ 100%

Rata-rata Capaian

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi kinerja
serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan

dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

a. Sasaran 2 Indikator 1: Persentase salinan putusan perkara perdata yang
dikirim tepat waktu

Persentase perkara salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu
merupakan perbandingan jumlah putusan dikirim tepat waktu dengan jumlah
putusan dikalikan 100 persen, Kinerja yang diukur adalah kecepatan jurusita
menyampaikan isi putusan kepada para pihak dengan putusan yang ada. Untuk
mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan dari
hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai
berikut:
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Tabel 32. Realisasi dan Capaian isi putusan yang dierima oleh para pihak tepat
waktu.

Diagram 16. Capaian kinerja isi putusan yang dierima oleh para pihak tepat waktu

W Target
W Realisasi

 capaian

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat bahwa target dan realisasi bernilai
sama, pencapaian berhasil dimana jumlah putusan yang akan disampaikan dari
tahun 2018 s/d 2021 berjumlah sama dengan putusan yang dikirim, ini berarti
jurusita bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,
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b. Sasaran 2 Indikator 1: Persentase salinan putusan perkara Pidana yang
dikirim kepada pihak tepat waktu

Persentase perkara salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu
merupakan perbandingan jumlah putusan dikirim tepat waktu dengan jumlah
putusan dikalikan 100 persen, Kinerja vang diukur adalah kecepatan jurusita
menyampaikan isi putusan kepada para pihak dengan putusan yang ada. Untuk
mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan dari
hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai
berikut:

Tabel 33. Realisasi dan Capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu.
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Diagram 17. Capaian kinerja isi putusan yang dierima oleh para pihak tepat waktu

W Target
W Realisasi

capaian

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat bahwa target dan realisasi bernilai
sama, pencapaian berhasil dimana jumlah putusan yang akan disampaikan dari
tahun 2018 s/d 2021 berjumlah sama dengan putusan yang dikirim, ini berarti

jurusita bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

c¢. Sasaran 2 Indikator : Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

Persentase perkara  yang diselesaikan melalui mediasi merupakan
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan
jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100 persen. Untuk mengukur
persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan dari hasil
analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai
berikut:
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Tabel 34. Penyelesaian perkara Mediasi

Jumlah jumlah

perkara yang perkara Perkara yang  Realisasi

Tahun  Perkara diselesaikan yang tidak

melalui dilakukan berhasil

mediasi mediasi
2018 | Perdata 23 4 19 17,39%
2019 | Perdata 1 14 13 7,14%
2020 | Perdata 2 13 11 15,38%
2021 | Perdata LS 1 14 6,66%

Diagram 18. Capaian Kinerja Penyelesaian perkara Mediasi

Realisasi

7,14% 6,66% ® Realisasi

Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat Realisasi kinerja sebesar 39,17%,
jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, kesimpulan yang didapat bahwa
tahun 2021 menurunnya keinginan masyarakat untuk mengambil upaya
perdamaian. Perbandingan capaian Tahun ini dengan tahun sebelumnya

sebagai berikut:
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Tabel 35. Penvelesaian Mediasi

Tahun Perkara Target Realisasi Capaian
2018 Perdata 15% 17.39% 100%
2019 Perdata 5% 7.14% 100%
2020 Perdata 17% 15.38% 90.47%
2021 Perdata 17% 6,66% 39.17%

Diagram 19. Capaian Penyelesaian Mediasi

120%
100%
100% -+—89,53% —89,53% 90%
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209 1599 15% i 15,38% 17%
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Dari tabel dan diagram diatas terlihat pada Tahun 2021 capaian menurun dari
tahun sebelumnya, namun keberhasilan untuk memperoleh perdamaian

menurun dari tahun sebelumnya.

d. Sasaran 2 Indikator : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara vang diajukan banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu merupakan perbandingan jumlah berkas perkara
yvang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas
perkara yang dimohonkan banding, kasasi,dan PK dikali 100 persen.
persentase ini mengukur kinerja aparatur pengadilan dibidang administrasi

untuk tertib administrasi dalam pengiriman berkas banding, kasasi, PK. Untuk
74

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHIN 2021



mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan dari
hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang
diperoleh sebagai berikut:

Tabel 36. analisis berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK

Pidana

Perdata 7 0 1 8 100%
2019 Pidana 11 8 0 19 100%

Perdata | 1 |1 ® 100%
2020 Pidana 20 10 0 30 100%

Perdata 6 6 0 12 100%
2021 Pidana 23 13 0 36 100%

Perdata 8 4 0 12 100%

Tabel 37. Capaian kinerja berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang tepat waktu dari
tahun 2018 s/d 2021

2018 | Pidana 20 100% | 100% | 100%
Perdata 8 100% | 100% | 100%
2019 | Pidana 19 100% | 100% | 100%
Perdata 2 100% | 100% | 100%
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2020 Pidana 30 100% 100% 100%
Perdata 12 100% 100% 100%
2021 Pidana 36 100% 100% 100%
Perdata 12 100% 100% 100%

Diagram 20. Analisis berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK

W Target

Realisasi
Capaian

Capaian
Target

2019 7029

2021

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 target, realisasi,
capaian berkas perkara yang diajukan upaya hukum sebanding persentase nya
itu berarti mencapai keberhasilan dari kinerja tersebut, dan nilai tersebut juga
tidak berubah dari tahun sebelumnya, bahwa semua berkas upaya hukum yang

diajukan berhasil diproses semua dari tahun ke tahun.

Sasaran 2 Indikator 4: Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara oneline dalam waktu 1

hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyrakat yang dapat
diakses secara oneline dalam waktu 1 hari putus. merupakan perbandingan
jumlah berkas perkara narkoba yang diupload dalam website dengan jumlah
perkara yang diputus dikali 100 persen. persentase ini mengukur kinerja
Majelis hakim dan PP untuk mencapai one day one publish dalam menginput
putusan baik di SIPP maupun tercatat di direktori putusan hasil analisis nilai
persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun

sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 38. analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat

Yang diakses secara online

Tabel 39. analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat Yang diakses secara

online
2018 Pidana 100% 100% 100%
2019 Pidana 100% 100% 100%
2020 Pidana 100% 100% 100%
2021 Pidana 100% 100% 100%
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Diagram 21. analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat Yang diakses
secara online

W Target
" Realisasi

Capaian

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 target, realisasi,
capaian putusan yang diaupload tersebut sebanding persentase nya itu berarti
mencapai keberhasilan dari kinerja tersebut, dan nilai tersebut juga tidak
berubah dari tahun sebelumnya, dimana semua putusan yang menarik

perhatian masyarakat sudah diakses secara online.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 3 dalam rencana strategis. Sasaran ini
dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam melayani para
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Pos
Bakum). Sasaran ini menggunakan 1 Indikator Kinerja Utama untuk lebih

jelasnya dirincikan tabel berikut:

Tabel 40. Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 tahun 2020

100%

Rata — rata Capaian 100%
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Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi kinerja
serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan

dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

a. Sasaran 2 Indikator 3: Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu

yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
Bantuan Hukum (Pos Bakum) merupakan perbandingan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu vang mendapatkan layanan bantuan hukum
dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100 persen,
persentase ini mengukur kinerja pengadilan dalam memberi layanan hukum
secara murah tanpa dipungut biaya, dan ini merupakan tujuan pengadilan
untuk mencapai setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan

dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan hukum

2018 34 34 100%

2019 33 33 100%

2020 113 113 100%

2021 146 146 100%
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Tabel 42. Capaian pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan
bantuan hukum Tahun 2018 s/d 2021

Tahun

Realisasi Capaian
2018 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100%

Diagram 22. Analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan

layanan bantuan hukum

100%

W Target
50% ;
M Realisasi
Capaian
0%

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 target, realisasi,
capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
bantuan hukum yang masuk dengan Jumlah pencari keadilan golongan
tertentu berjumlah sama dan target sebanding realisasi dan capaian,
kesimpulan ada keberhasilan terhadap indicator, dapat disimpulkan bahwa
semua yang meminta pelayanan pos bantuan hukum semua terlayani oleh

petugas bantuan hukum.
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4. Sasaran 4 Indikator: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 4 dalam rencana strategis. Sasaran ini
dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan khususnya panitera dan
jurusita dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang diajukan eksekusi
efektif dan efisiensi dengan mengukur tingkat Persentase putusan perkara perdata
vang ditindaklanjuti dengan eksekusi, Sasaran ini menggunakan 1 Indikator
Kinerja Utama.

Tabel 43. Target dan Realisasi Serta Capaian
: TARGET
91%

Jumlah 24.41%

Berikut ini rincian Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I diukur dari
masing-masing indicator tersebut diatas, dengan membandingkan realisasi kinerja
serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan

dirincikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

Sasaran 4 Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan
jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang
BHT dikali 100 persen. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari
laporan tahunan dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 44 analisis putusan perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi)

2018 - 23 50 46%

2019 - 21 23 91%

2020 - 15 34 44,11%

2021 6 2 3 22,22%
Tabel 45. Capaian putusan perkara perdata (eksekusi)

2018

2019

2020

2021

23

21

50

23

34

99,60%

99%

91%

91%

46%
91%
44,11%

22,22%

46,18%
91,91%

48,47%

24,41%

Diagram 23. Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100,00%
80,00%
60,00%

40,00%

99,60%

99%

2018

2019 2020

2021

i Target
M Realisasi

% M Capaian
17

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 target, realisasi,

capaian putussan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) persentase capaiannya
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menurun dari tahun sebelumnya, dikarenakan kondisi Covid-19 yang
membuat para pihak kurang mengajukan eksekusi dan eksekusi tidak bisa
dilaksanakan dan para pihak melakukan pencabutan dengan melunasi semua

hutangnya.

C. ANALISIS PENURUNAN DAN PENINGKATAN KINERJA,

A. POTENSI KEGAGALAN / PENURUNAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif vang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan vang menjadi factor menurunnyva kinerja di Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek sasaran strategis :

1. Sasaran Strategis]: Terwuudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan
Akuntabel

Dari 11 indikator yang berdasarkan analisis ada 3 indikator yang tidak berhasil
yaitu persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, dan persentase
perkara pidana khusus vang diselesaikan tepat waktu serta Persentase Perkara
Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Faktor penyebab penurunan
tersebut adalah: lambatnva majlis hakim memutuskan perkara vang harus
diselesaikan sehingga terjadi penumpukan berkas, disamping itu banyaknyva
perkara vang masuk pada bulan desember 2021 sehingga terjadi penambahan
perkara, berkaitan Faktor penyebab kegagalan perkara anak diselesaikan
melalui diversi, dikarenakan rendahnya keinginan masyarakat/ pencari keadilan
melakukan jalur damai melalm Diversi, sehingga pada tahun 2021 jumlah
perkara mengajukan divers: Nihul.

Upava yang ditempuh untuk menvelesaikan kegagalan tersebut adalah dengan
menjalankan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang Akuntabel dan

pimpinan harus mengefektifkan SOP dan pengawasan dan pembinaan terhadap
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aparatur khususnva majelis hakim vang menangani perkara, untuk

meningkatkan kinerja dalam penvelesaian perkara.

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dari 5 indikator vang berdasarkan analisis ada 1 indikator yang tidak berhasil
yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Faktor penyebab
penurunan tersebut adalah: Faktor penyebab kegagalan, dikarenakan rendahnya
keinginan masyarakal/ pencani keadilan melakukan jalur damai melalui
Mediasi.

Upava yang ditempuh untuk menyelesaikan kegagalan tersebut adalah dengan
menjalankan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur dalam
meningkatkan kinerja, mengefektifkan kembali SOP tentang Mediasi dan
member kesempatan kepada hakim untuk menjadi hakim mediator agar hakim
tersebut bisa berupaya berhasil mengeluarkan akta perdamaian antar para pithak
serta memberikan penghargaan kepada para hakim vang berhasil melakukan

perdamaian antar para pihak sehingga menjadi motivasi bagi hakim yang lain.

3. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase Putusan vang dieksekusi menurun, Dalam hal putusan BHT darni
tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebanyak 9 perkara, namun vang vang
mengajukan eksekusi hanya 7 perkara, sisanya 2 perkara dicabut karena sudah
melakukan pelunasan terhadap hutang, faktor penvebab kegagalan dan
pencapaian target dikerenakan, kondisi Pandemi Covid-19 sehingga eksekusi
belum bisa dijalankan, ada para pihak yang mengajukan eksekusi mencabut
eksekusi sebelum pelaksanaannya dikarenakan para pihak berdamai sebelum
pelaksanaan. Faktor penghambat jalannya eksekusi dilapangan yaitu dari segi
keamanan, dimana jumlah pelugas keamanan kurang memadai. Upaya vang

ditempuh terhadap kegagalan tersebut harus melakukan koordinasi dengan

84

LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAL KARIMUN TAHIN 2021



pihak kepolisian agar saat eksekusi berlangsung keamanan harus ketat dan

jumlah petugas harus memadai.

Kinerja Utama

Tabel 46. Potensi kegagalan kinerja

Penurunan Kinerja

1. Terwujudnya
proses
peradilan yang
pasti
transparan dan

Akuntabel.

. Kebijakan

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Standar ~ Operasional  Penyelesaian
Perkara Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun

mempercepat proses

persidangan.

Banyaknya perkara
yang masuk pada bulan
desember 2021
sehingga terjadi
penambahan berkas
perkara.

Lambatnya majelis
hakim dalam
memutuskan perkara.
Menurunnya keinginan
pencari keadilan
melakukan diversi
terhadap perkara anak.

2.Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian

perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Standar ~ Operasional ~ Penyelesaian
Perkara Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun

. Kebijakan mempercepat proses
persidangan.
4. Diklat teknis bagi Hakim

Kurangnya pembinaan
terhadap hakim dalam
perkara mediasi
Kurangnya motivasi
untuk para hakim untuk
mencari akta
perdamaian.
Menurunnya keinginan
para pencari keadilan
melakukan jalur
mediasi / akta

perdamaian,
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SOP Mediasi belum
efekitif.

3. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan

pengadilan

Rapat  Menetapkan

penentuan

eksekusi

persentase

target dalam

putusan

di

Masa Kondisi Pandemi
Covid-19 sehingga
eksekusi tertunda.

Perkara dicabut
sebelum dijalankan
eksekusi karena para
pihak berdamai.

Faktor keamanan
dimana petugas kurang
memadai dan keamanan
tidak ketat.

B. POTENSI KEBERHASILAN / PENINGKATAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yvang harus diselesaikan

untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut

keberhasilan vang menjadi

1dentifikasi potensi

factor meningkatnya kinerja di Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa kebijakan dan aspek strategis:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan

Akuntabel.

Dari

I Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis ada 8

indikator yang berhasil yaitu Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan,

persentase sisa perkara pidana vang diselesaikan, sisa perkara pidana yang

diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan,

Persentase perkara perdata vang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara

vang tidak mengajukan upaya hukum banding, Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara vang tidak mengajukan
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upava hukum PK dan Index Kepuasan Pencari Keadilan. Faktor penvebab
keberhasilan tersebut adalah Manajeman penyelesaian perkara sudah mulai
berjalan dan SOP sudah mulai efektif dijalankan. Disamping itu juga
keberhasilan 1ni juga disebabkan tingginya para pencari keadilan menerima
putusan sehingga tiap tahun jumlah putusan yang digjukan banding dan PK
menurun dan tingginva kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Ada 5 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis semua
indikator berhasil mencapai target yaitu Persentase salinan putusan perkara
perdata yang dikirim tepat waktu, persentase salinan putusan perkara pidana
vang dikirim tepat waktu, Persentase berkas perkara vang diajukan banding
Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dan Persentase putusan perkara
vang menarik perhatian masyarakat vang dapat diakses secara oneline dalam

waktu 1 hari setelah putus, Faktor penvebab keberhasilan tersebut adalah:

1. Relas berjalan walaupun kekurangan tenaga jurusita, karena saat i
Pengadilan Negen Tanjung Balan Karimun belum mempunyai Jurusita

vang Defimtif,

2. Penempatan SDM vang tepat dan sesuai dengan Tupoksi walaupun kondisi
saat im SDM kurang namun administrasi perkara berjalan efektf sesuai
dengan targel. Sehingga lercapai tertib admunistrasi karena ditunjang
dengan SOP.

3. Penginputan perkara vang menarik perhatian masvarakat tepat waktu
kerana didukung dengan SIPP yang langsung terhubung ke jaringan oneline
termasuk terhubung langsung ke Didirekton putusan.
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Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan

ditetapkan arah kebijakan antara lain::

1. Mengefektifan SOP Jurusita dalam penyampaian putusan
Tugas dan tanggung jawab jurusita adalah menyampaikan relas tepat
waktu, tugas tersebut harus sesuai dengan SOP, dengan adanya SOP
tersebut maka persentase putusan yang disampaikan tepat waktu kepada

para pihak bisa meningkat pencapaiannya.

2. Meningkatkan kinerja staf dengan bekerja secara efesien.
Penyelesaian pengiriman berkas upaya hukum tepat waktu secara lengkap
akan mengurangi penumpukan berkas perkara dipengadilan sehingga

pengelolaan penyelesaian perkara akan menjadi efektif.

3. Meningkatkan kinerja Hakim dan PP dalam menginput SIPP dan Direkton
Putusan dengan one day publis.
Dengan menginput putusan tepat waktu dan mempublikasikan secara
online dalam waktu 1 han setelah putus kepada public maka masyarakat
akan dengan mudah memperoleh informasi terkait khususnya perkara yang
menarik perhatian dalam perkara, Sehingga public percaya akan terpenuhi

kebutuhannya.

4. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan,

Ada 1 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis 1
indikator vang diukur yaitu Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapal layanan Pos Bakum. Faktor penvebab keberhasilan tersebut adalah:
Pelayanan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum langsung
ditindaklanjuti oleh petugas piket terbukti dari analisis yang dilakukan itu berarti
telah menjalankan Program Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan

pencari keadilan untuk mendapatkan layanan hukum melalw Pos Bakum. Upaya
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untuk meningkatkan capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan

ditetapkan arah kebijakan adalah Mempermudah para pencari keadilan dalam

memperoleh layanan hukum dalam Konsultasi, bimbingan dalam membuat

gugatan dll. maka pengadilan menyiapkan pos bantuan hukum yang melayani

tiap jam kerja. yang bekerja sama dengan advokad sebagai petugas vang

dibiayai oleh dipa pengadilan.

| Kinerja

Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti
Transparan dan
Akuntabel.

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian

perkara

Tabel 47. Potensi keberhasilan kinerja

. Penyelesaian minutasi sisa perkara yang

diselesaikan tepat waktu sehingga tidak
terjadi penumpukan perkara tahun lalu

. Penyelesaian Perkara Perdata dan

Perkara Pidana telah berhasil

diselesaikan tepat waktu

. Para pihak merasa puas terhadap putusan

pengadilan khususnya dalam hal Kasasi
dan PK,

Relas berjalan walaupun kekurangan

tenaga jurusita

Penempatan SDM vang tepat dan sesuai
dengan Tupoksi walaupun kondisi saat
ini SDM kurang

. Manajeman penyelesaian

. Penempatan SDM sesuai

. Masyarakat mulai puas

. Masyarakat mulai puas

. SOP jurusita sudah

. Penempatan SDM sesuai

. Manajemen

perkara sudah mulai
berjalan dan SOP sudah
mulai efektif dijalankan

dengan tupoksi.

terhadap putusan hakim
karena upaya hukum

berkurang.

terhadap lavanan
pengadilan dengan
dibuktikan IKM

meningkat tiap tahunnya.

efektif khususnya dalam
penyampaian relas.

dengan tupoksi.

perkara
sudah berjalan dengan
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Meningkatnya

akses  peradilan
bagi masyarakat
miskin dan

terpinggirkan.

3.

Penginputan perkara yang menarik

perhatian masyarakat tepat waktu

. Pelayanan masyarakat untuk memperoleh

bantuan hukum langsung ditindaklanjuti

oleh petugas piket

kesadaran aparatur PP
mengisi  SIPP  tepat
waktu dan keberhasilan
aparatur dalam
mengelola website
sehingga bisa diakses
oleh masyarakat.

Mempermudah para pencari
keadilan dalam
memperoleh layvanan
hukum terbukti
meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap
layanan bantuan hukum,
dan langsung dilayani

petugas.

D. ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai satuan kerja Mahkamah Agung RI

dituntut untuk terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya khususnya dalam hal pelayanan

masyarakat baik dalam hal penyelesaian perkara maupun pelayanan mendapatkan

informasi sehingga sangat diperlukan analisis untuk efesiensi sumber daya manusia yang

didukung oleh sarana dan prasarana. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat

berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran) yang memadai. Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun sudah menetapkan target kinerja selama 5 tahun, target yang

ditetapkan berkaitan dengan Tupoksi dan anggaran, setiap tahun dibuat laporan realisasi

sejauh mana capaiannya, tingkat kegagalan dan tingkat keberhasilan tergantung dengan
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penguatan SDM nya dan penurunan dan peningkatan Kinerja juga berpengaruh dengan

kwalitas SDM nya sebagai subjek dari organisasi tersebut. Berdasarkan laporan tahunan

2021 bahwa analisis tehadap SDM Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dilihat dari

tabel berikut:

Tabel 48. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Sumber Daya Manusia

Nama

Jabatan

Keterangan

1 | Medi Rapi Batara Randa,SH Ketua

2 | Benny Arisandy,SH,MH Wakil

3 | Rizka Fauzan, SH Hakim

4 | Gracious Kesuma Prinstama Hakim

Peranginangin,SH
5 | Ronal Roges Simorangkir,SH Hakim
6 | Alfonsius Joko Martin Pampang Hakim
Siringoringo,SH

7 | Tri Rahmi Khairunnisa, SH Hakim

8 | Rifdah Juniarti Hasmi,SH,MH Hakim

9 | Syaiful Islami,SH Panitera

10 | Muhammad Ronaldi,ST Sekretaris

11 | Ronny Erlando Panmud Pidana

12 | Supriadi, SH Panmud Perdata

13 | Almasih Panmud Hukum

14 | Barata Muharamin, SH Panitera

Pengganti

15 | Zaervina Kurniaty,A.Md,SH Kasubbag
Perencanaan,TlI
dan Pelaporan

16 | Susi Wulandari, SH Kasubbag Umum
dan Keuangan
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17

Yuni Eka Putri, SH

Kasubbag
Kepegawaian,
Organisasi dan

Tata lasana

18

Rosi Gustina,SH

Staf Perdata

Merangkap sebagai

Jurusita Pengganti

19 | Muhammad Yusuf Stafumumdan | Merangkap sebagai
Keuangan Jurusita Pengganti
20 | Reiva Adnan Sulaiman,A.Md,SH CPNS
21 | Goretti Anna Maria CPNS
Situmorang,S.Kom

22 | Mimi Susanti Pramubakti Merangkap Staf umum
dan Keuangan

23 | Arex Riau Protomo, A.Md Pramubakti Merangkap staf
Perencanaan Tl dan
Pelaporan

24 | Iga Amilia Adriani,S.Si Pramubakti Merangkap Staf
Kepaniteraan Hukum

25 | Hera Indra,SIP Pramubakti Merangkap Staf
Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana

26 | Mai Manah,S.Sos Pramubakti Merangkap staf Umum
dan Keuangan

27 | Sentia Gusrini Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana

28 | Ikhwandi S. Rambe Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana

29 | Rut Hellen Simatupang,A.Md Pramubakti Merangkap staf

kepaniteraan Perdata
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30 | Shodikul WA Sopir Merangkap Staf

Kepaniteraan Perdata

31 | Herilrfan Sopir Merangkap Staf Umum

dan Keuangan

32 | Mulyono Satpam

33 | Amirul Satpam

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

kekurangan SDM karena sampai pada tahun 2021, dimana tugas Staf masih dipegang
oleh tenaga Honorer, seharusnya posisi staf dari Pegawai bukan tenaga honorer,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupaya selalu memperkuat SDM dengan
menempatkan tenaga Honerer untuk menyelesaikan administrasi perkara dengan tidak
merubah  tugas dan tanggung jawab mereka sesuai SK pengangkatan sebagai
Pramubakti, Satpam, dan Sopir. Penempatan tenaga honorer tersebut ini sudah
membantu tugas teknis dalam hal perkara maupun non teknis, sehingga pelaksanaan

tugas bisa berjalan lancar karena penggunaan SDM yang efesien dan siap pakai.

Berikut analisis perbandingan Sumber Daya Manusia dari tahun 2018 s/d 2021 dirinci

dalam tabel berikut:

Tabel 49 analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

Perkara Jumlah
Penggunaan
Tahun SDM
2018 32 217 304 521
2019 32 207 377 584
2020 31 105 331 436
2021 33 66 289 355
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Diagram 24. analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

Dari Tabel atas terlihat jelas perbandingan jumlah SDM dengan perkara, SDM
meningkat namun jumlah perkara menurun dari tahun sebelumnya, jumlah ini tidak
seimbang namun Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupaya mengefektifkan
penggunaan SDM secara maksimal.

Adapun Hubungan SDM dengan jumlah anggaran tersedia dan sebagai pembanding
dilihat dari tahun 2018 s/d 2021 antara lain sbb:

Tabel 50. Analisis Realisasi pengelolaan SDM dengan Anggaran

Tahun precen Target Realisasi
SDM A
Anggaran
2018 32 3.616.157.000 100% 99.85%
2019 32 4.121.621.000 100% 96,18%
2020 31 4.487.779.000 100% 95,24%
2021 33 4.314.428.000 100% 96,02%
94
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Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran untuk mendukung SDM meningkat
terus karena kebutuhan tiap tahun meningkat kenaikan ini terlihat di Belanja Pegawai,

karena berkaiatan dengan Gaji.

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran tujuan Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun didukung oleh penyediaan anggaran melalui Dipa dimana
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mendapatkan total anggaran
sebesar Rp. 4.314.428 000 dengan rin¢ian sbb :

1. RINCIAN DIPA

1. Rincian Dipa 01

sebesar Rp. 4.204.476.000,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA)
sebagai berikut ;
a. Alokasi Anggaran

1. Belanja Pegawai

Jumlah pagu belanja pegawai Tahun 2021 sebesar Rp. 2.704.378.000,
Belanja pegawa meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang duka, dan
uang makan Pada tahun 2021, Berkaitan dengan IKU dan Renstra 2020-
2024 Anggaran tersebut di gunakan untuk sasaran strategis 1 dengan 10
indikator seperti, dalam pembavaran gaji dan tunjangan hakim dan gaji PP
serta gaji jurusita, karena dalam menyelesaikan perkara para hakim dan

pegawai digaji oleh Negara sesuai dengan pangkal dan jabalannya.
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Tabel 51 Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Pegawai Tahun 2021

No
JENIS REALISASI PERSEN S1sA
BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)
1 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok

PNS 869.190.000 864.773.255 99,49% 4.416.745
Belanja Pembulatan

Gaji PNS 15.000 14.649 97,66% 351
Belanja Tun,j.

Suami/Istri PNS 56.005.000 56.004.570 100% 430
Belanja Tunj. Anak

PNS 11.807.000 11.806.560 100% 440
Belanja Tunj.

Struktural PNS 22.280.000 22.260.000 99,91% 20.000
Belanja Tunj.

Fungsional PNS 1.218.980.000 1.184.780.000 97,19% 34.200.000
Belanja Tunj. Pph

PNS 131.105.000 128.541.873 98,04% 2.563.127
Belanja Tunj. Beras

PNS 45.553.000 45.552.180 100% 820
Belanja Uang Makan

PNS 196.413.000 177.678.650 90,46% 18.734.350
Belanja Tunj. Umum

PNS 12.630.000 11.655.000 92,60% 935.000
Belanja Tunj.

Kemahalan 140.400.000 132.300.000 94,23% 8.100.000

Hakim

TOTAL 2.704.378.000 2.635.406.737 97,46% 68.971.263

2. Belanja Barang

Jumlah pagu belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp. 1.457.598.000, Belanja
Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa vang
habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang
dilakukan berdasarkan standar biaya vang telah ditetapkan, dimana belanja
barang terdiri dari belanja operasional dan non operasional, yang meliputi
keperluan sehari-hari perkantoran dan perjalanan dinas serta honorarium.
Berkaitan dengan IKU dan Renstra 2020-2024 anggaran tersebut digunakan
untuk mendukung sasaran strategis 1 dengan 10 indikator yaitu mengukur
kinerja Hakim, PP, Jurusita dalam penvelesaian perkara pidana tepat waktu
dimana membutuhkan ATK seperti kertas dalam membuat berkas, tinta dan
9%

LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAL KARIMUN TAHIN 2021



pena dalam mencatat dan print, dan barang persediaan lainnya, kebutuhan
alat kebersithan, penggunaan listnk dan jaringan internet untuk
teleconference, sewa webhosting (website) dan pemeliharaan kantor yang
mendukung persidangan seperti pemeliharaan gedung vang memadai untuk

persidangan dll. Untuk lebih jelasnya dirincikan sbb:

- Belanja Operasional Kantor

Tabel 52. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Barang Operasional Tahun 2021

Kode

REALISASI | PERSEN SISA
JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)

002

Belanja Barang Operasional

521111

Belanja Keperluan Perkantoran
(Gaji pramubakti, CS, dan 378431505 | 9947% | 2.008.493
sopir, langganan sural kabar.
air minum. pbb rumah dinas
dan pakaian dinas) 380.460.000

521119

Belanja Barang Operasional
lainnya (keperluan sehari- 2.950.000 59% 2,050,000
hari perkantoran) 5000.000

521811

Belanja Barang Persediaan

Barang konsumsi (ATK) 93.510.000 89.697.200 9392% | 3.812.800

521111

Belanja keperluan perkanioran 164.301.661 93.95% | 11.698.339
(langganan internet. video

conference) 176.000.000

521114

Belanja Pengiriman Sura( Dinas
Pos Pusal {pengiriman surat

pos) 18.000.000 10.184.800 56,58% | 7.813.200

522111

Belanja Langganan Listrik
108.000.000

97

LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAL KARIMUN TAHIN 2021




104,539 941 96.79% | 3.460.059
522112 | Belanja Langganan Telepon 1.200.000 693272 57.77% 506.728
522113 | Belanja Langganan Air 1.200.000 100.000 8,33% 1.100.000
522141 | Belanja Sewa (webhosting) 142 300.000 128.700.000 | 90,12% | 14.100.000
523111 | Belanja Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan, | 128.440.000
halaman kantor, dan 127.045.200 98.91% 1.394.800
pemeliharan jaringan listrik,
telp dan internet)
523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya
(pemeliharaan rumah dinas) | 28.440.000 21.877.100 76.92% | 7.102.900
523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin (pemeliharaan | 170.048.000 155.533.597 | 91,46% | 14.514.403
sarana dan prasarana)
521115 | Belanja Honor Operasional
satuan kerja 37.800.000 37.800.000 100% 0
521119 | Belanja Barang Operasional | 30.760.000 30.730.000 99.90% 30.000
lainnya (biava konsumsi
rapat,
bahan/spanduk/dokumentasi
521119 | Belanja Barang Operasional | 22.500.000 22.461.324 99,82% 38.676
Lainnya
524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.200.000 71.343.792 86,79% [ 10.856.208
524111
Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.000.000 14.907 400 59.62% | 10.292.600
521131 | Belanja Barang Operasional- 5.500.000 5381472 97,84% 118,528
Penanganan Covid 19
TOTAL 1.457.598.000 | 1.366.698.264 | 93.76% | 90.899.736
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- Belanja Non Operasional

- Tabel 53. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01} untuk belanja Barang Non Qperasional Tahun 2021

KODE
JENIS REALISASI PERSEN SISA
BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)
Belanja Barang
521241 | Belanja Barang Non
Operasional 1.079.000 % 3.921.000
Penanganan
Covid-19 5000.000
TOTAL 5000.000 1.079.000 21,58% 3.921.000
3. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan pengeluaran vang dilakukan dalam rangka
menunjang sarana dan prasarana yvang sifatnya menambah asset tetap dan
asset lainnva, antara lain meliputi belanja modal peralatan dan mesin.
Berkaitan dengan IKU dan Sasaran Strategis 2020-2024 anggaran ini
digunakan untuk Sasaran strategis | indikator IKM sasaran strategis 2
indikator Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 han setelah putus, dimana
untuk mendukung sasaran strategis dan indicator tersebut dibutuhkan sarana
dan prasarana vang memadai seperti PC, laptop, Printer, scanner untuk SIPP
begitu juga untuk TKM.
Tabel 54. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01) untuk belanja Modal Tahun 2021
KODE
JENIS REALISASI | PERSEN | SISA
BELANJA/MAK | PAGU DIPA (%)
Belanja Modal
532111 | Belanja Modal
peralatan dan 37.500.000 100% 0
mesin 37.500.000
TOTAL 37.500.000 [ 37.500.000 100% 0
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Tabel 54. Anggaran Dipa 01 Tahun 2021

L Belanja 2.704.378.000 | 2.635.406.737 | 68.971.263
Pegawai
2 Belanja 1.462.598.000 | 1.367.777.264 | 94.820.736
Barang
3 Belanja 37.500.000 37.500.000 0
Modal
Total 4.204.476.000 | 4.040.684.001 | 163.791.999

Diagram 25. Anggaran Dipa 01 Tahun 2021
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b. Realisasi Anggaran dan Capaian

Tabel 55. Realisasi dan Capaian Anggaran Dipa 01 Tahun 2021

Angka Persen

1. Belanja 2.704.378.000 | 2.635.406.737 97,46% 68.971.263 | 97,46%
Pegawai

2 Belanja | 1.462.598.000 | 1.367.777.264 | 93,51% 94.820.736 | 93,51%

Barang
3 Belanja 37.500.000 37.500.000 100% 0 100%
Modal
Total 4.204.476.000 | 4.040.684.001 96,10% 163.791.999 | 96,10%

Diagram 26. Realisasi dan Capaian Anggaran Dipa 01 Tahun 2021
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Rincian Dipa 03 (Badilum)

Dipa 03 sebesar Rp.109.952.000 ,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas
{DIPA) sebagai berikut :

Belanja Barang

Jumlah pagu sebesar Rp. 109.952.000, dimana belanja barang terdiri dari
belanja berkaitan dengan kegiatan peningkatan Manajemen Peradilan Umum,
yaitu perkara pidana vang diselesaikan ditingkat pertama dan pos bantuan
hukum serta Kimwasmat, vang meliputi Pendaftaran perkara pidana, penetapan
han sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan,
pemeriksaan disidang pengadilan, Pengiriman petikan/salinan putusan kepada
JPU dan Terdakwa, Minutasi,/upaya hukum, penanganan perkara banding,
penanganan perkara kasasi. Berkaitan dengan IKU dan Renstra 2020-2024
anggaran tersebut digunakan untuk mendukung sasaran strategis 2 dengan 3
indikator dan sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4, dari anggaran tersebut
dapat mendukung dalam penyelesaian berkas perkara berupa pengiriman
salinan putusan dan penahanan, Pengiriman berkas banding, kasasi dan PK,
minutasi, penjididan dan ATK seperti kertas dalam membuat berkas, inla dan

pena dalam mencatat dan print, dll.. Untuk lebih jelasnya dirincikan sbb:

Tabel 56 Realisasi Anggaran Dipa Peradilan Umum (03) Tabun 2021

Kode

JENIS REALISASI PERSEN SISA
BELANJA/MAK PAGU DIPA (%)

1049

Peningkatan

Manajemen
Peradilan

Umum

522131

Belanja Jasa

Konsultan 24.000.000 24.000.000 100% 0

521211

Belanja Bahan

282.000 0 0% 282.000
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521811

Belanja Barang
Persediaan

Barang konsumsi

63.600.000

63.489.800

99,82%

110.000

524113

Belanja  perjalanan

dinas dalam kota

2000.000

1.980.000

99%

20.000

524113

Belanja  perjalanan

dinas dalam kota

1.200.000

1.020.000

85%

180.000

521211

Belanja Bahan

4.500.000

4.180.000

320.000

521114

Belanja pengiriman
surat dinas pos

pusat

180.000

180.000

524113

Belanja  perjalanan

dinas dalam kota

1000.000

800.000

80%

200.000

521114

Belanja pengiriman
surat dinas pos

pusat

90.000

68.000

75,55%

22.000

524113

Belanja perjalanan

dinas dalam kota

3000.000

2.980.000

99,33%

20.000

521114

Belanja pengiriman
surat dinas pos

pusat

3000.000

641.000

21,36%

2.359.000

524113

Belanja  perjalanan

dinas dalam kota

4000.000

1.580.000

39,5%

2.420.000

521114

Belanja pengiriman
surat dinas pos

pusat

2.100.000

731.600

34,83%

1.368.400

524113

Belanja  perjalanan

dinas dalam kota

1000.000

700.000

70%

300.000

TOTAL

109.952.000

102.170.400

92,92%

7.781.600
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a. Alokasi Anggaran

Tabel 57. Anggaran Dipa 03 Tahun 2021

Belanja Barang

109.952.000

102.170.400

7.781.600

Total

109.952.000

102.170.400

7.781.600

b. Realisasi dan Capaian Anggaran

Belanja Barang Dipa 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, dan peningkatan manajemen peradilan umum. untuk

lebih jelasnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 58. Realisasi dan Capaian Anggaran Dipa Peradilan Umum (03) Tahun 2021

1. Belanja 109.952.000 | 102.170.400 | 92,92% | 7.781.600 | 92,92%
Barang
Total 109.952.000 | 102.170.400 | 92,92% | 7.781.600 | 92,92%

Diagram 27. Realisasi belanja barang dipa 03 tahun 2020
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Dari Tabel dan Diagram diatas terlihat Realisasi belanja barang dipa 03
mencapai 92,92% dari pagu Rp. 109.952.000, nilai ini lebih rendah dari nilai
realisasi dipa 01,

2. HUBUNGAN REALISASI ANGGARAN, PROGRAM DAN SASARAN
STRATEGIS

Anggaran Dipa 01 BUA dan Dipa 03 Dirjen Badilum dipergunakan untuk mendukung
tercapainya masing-masing indicator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan

sbb:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
mahkamah agung

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan

Administrasi

Indikator kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

L]

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya hukum PK
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara vang diselesaikan melalui mediasi

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01) sebesar

Rp. 4.204476.000,- vaitu belama gaji, barang operasional dengan realisasi

4.040.684.001 dan persentase capaian 96,10%. Untuk rinciannyva sudah dijelaskan

pada tabel realisasi anggaran diatas.
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatumrr Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung,

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data Komunikasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

+ Indek Kepuasan Pencan Keadilan

+ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat vang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA BUA (01) sebesar
Rp. 37.500.000,- dengan realisasi 100%, yaitu belanja modal meliputi pengadaan PC
computer. Anggaran ini untuk mendukung SIPP dan IKM.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan

banding dan Layanan Pos Bantuan Hukum serta pembebasan biava perkara prodeo.

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikinm kepada para pihak tepat
waktu.

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat
waktu

Persentase berkas perkara vang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

Persentase pencari keadilan golongan tertentu vang mendapat lavanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

Persentase putusan perkara perdata yvang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA Dirjen Badilum (03)

sebesar Rp. 109.952.000.- dengan realisasi sebesar 102.170.400 persentase
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capaiannya sebesar 92,92%. Rinciannya sudah dijelaskan pada realisasi anggaran

sebelumnya.

Berikut Capaian Realisasi anggaran perprogram pada DIPA 01 dan DIPA 03, diantara

sebagai berikut:

Tabel 59. Realisasi anggaran perprogram

1 Program Dukungan | 4.166.976.000 | 4.003.184.001 | 163.791.999 | 96,06%
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Mahkamah Agung

2 | Program 37.500.000 37.500.000 0 100%
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung

3 | Program 109.952.000 [ 102.170.400 [ 7.781.600 | 92.92%
Peningkatan
manajemen
peradilan umum
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3. ANALISIS

SEBELUMNYA

REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN DARI TAHUN

Analisis Anggaran ini dilakukan untuk membandingkan alokasi anggaran dan

penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan, dan

disamping itu juga dengan penganalisis ini kita dapat melihat berapa persen penyerapan

/ realisasi yang terjadi dan persentase tersebut akan menjadi pembanding pada tahun

sebelumnya apakah ada peningkatan kinerja ataukah ada penurunan, untuk lebih

jelasnya berikut rinciannya:

1. Dipa01
Tabel. 60 analisis capaian anggaran Dipa 01

Keuangan yang

CRETE D telah Target | Realisasi | Capaian
Tahun harus : :
; : diselesaikan
diselesaikan

2018 3.610.924.000 3.883.640.671 100% 99,80% 99,80%
2010 | 4:082.351.000 3.952.485.257 100% | 96,81% 96,81%
2020 4.487.779.000 4.272.929.025 100% 95,24% 95,24%
2021 4.204.476.000 4.040.684.001 100% 96,10% 96,10%

Diagram 28. Analisis Capaian realisasi dipa 01 dari tahun 2018 s/d 2021

W Target
" Realisasi

Capaian
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Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian anggaran
meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target namun

realisasi tersebut menunjuk keberhasilan dan peningkatan penyerapan anggaran.

2. Dipa 03

Tabel. 61 analisis capaian anggaran Dipa 03

2018 164.260.000 125.785.924 100% | 76,58% 76,58%
2019 121.400.000 120.272.700 100% | 99,07% 99,07%
2020 121.400.000 87.257.700 100% 89,59% 89,59%
2021 109.952.000 102.170.400 100% | 92,92% 92,92%
Diagram 29. Analisis Capaian realisasi dipa 03 dari tahun 2018 s/d 2020
99,07% 5% 92%
100% ‘1 10 100
80% - 9,079 92,92%
60% A = 53% 3 M Target
M Realisasi
40% -
" Capaian
20% -
0% - T T L) L)
2018 2019 2020 2021

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian anggaran
meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target namun

realisasi tersebut menunjuk keberhasilan dan peningkatan penyerapan anggaran.
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‘Tabel 62. Realisasi Anggaran T'alun 2021 vang mendukung capaian indicator kinerja

Realisasi
No Sasaran Indikator Program Sumber Pagu Jenis Belanja Pagu
Strategis Anggaran
Rp. %
1 Terwujudny | Persenlase sisa perkara Program dukungan | Dipa (01) 4.204.467.000 | -Belamja  Gaji dan | 2.704.378.000 | 2.635.406.737 97.46%
a Proses Perdata yang disclesaikan manajemen dan Badan Tunjangan
Peradilan pelaksanaan tugas Urusan
vang Pasti, Persentase sisa perkara tekius lainnya Administrasi - Belanja Keperluan 380.460.000 378.451.505 99.47%
Transparan pidana yang diselesaikan mahkamah agung Mahkamah Perkantoran
dan Agung RI
Akuntabel Kegiatan -Belanja barang
:Pembinaan operasional lainnya 5.000.000 2.950.000 59%
administrasi dan
pengelolaan -Belanja barang
kewangan Badan persedigan barang 93.510.000 89.697.200 95.92%
Urusan konsumsi
Administrasi
- Belaya keperluan 176.000.000 164.301.661 93.95%
perkantoran
-Belanja pengiriman 18.000.000 10.184.800 56.58%
surat dinas pos pusat
Belanja langganan 108.000.000 104.539.941 96,79%
listrik
-Belanja Langganan
Telepon 1.200.000 693,272 57.77%
-Belanja Langganan air | 1.200.000 100.000 8,33%
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-Belanja pemeliharaan 128.440.000 127.045.200 98 91%
gedung dan bangunan

- Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 28.440.000 21.877.100 76.92%
lainnya

-Belanja pemeliharaan 170.048.000 155.533.597 S1.46%
peralatan dan mesin

-Belanja Honor 37.800.000 37.800.000 100%
Operasional

Belanja Barang 30.760.000 30.730.000 99.90%
operasional lainnya

Belanja Barang 22.500.000 22.461.324 99.82%
operasional lainnya

-Belanja perjalanan 82.200.000 71.343.792 86.79%
dinas biasa

-Belanja perjalanan 25.000.000 14.907.400 59.62%
dinas biasa

-Belanja barang 3.500.000 5381.472 97.84
operasional penanganan

covid 19

Persentase sisa perkara
pidana khusus vang
diselesaikan

Persenlase perkara perdata
yang disclcsaikan tepat
waktu
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Persentase perkara Pidand
yang diselesaikan tepat waktu

Perscntasec  perkara  pidang
kusus yang diselesaikan tepad
waktu

Persenlase perkara yang
Tidak Mengajukan Upava
Hukum Banding

Persentase perkara vang
Tidak Mengajukan Upava
[Tukum Kasasi

Persentase perkara yang
‘Tidak Mengajukan Upaya

Hukum PK
e. Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index  kepuasan pencari | Program Dipa (01) 37.500.000 - Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 100%
keadilan Peningkatan Sarana | Badan Urusan peralatan dan mesin
dan Prasarana Administrasi
Aparatur Mahkamah

Mahkamah Agung | Agung RI

Kegiatan:
Pengadaan Sarana
dan Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah Agung
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b

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase salinan Putusan
perkara Perdata Yang
dikirim Tepat Waktu

Program
Peningkatan
Manajemen
peradilan umum

Peningkatan
manajemen
peradilan umum

Dipa (03)

Badan Dirjen

Peradilan
Umum
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109.952.000

- Belanja Jasa
Konsultan

- Belanja Bahan

- Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

-Belanja perjalanan
Dinas dalam kota

Belunja perjalanan dinas
dalam kota

Belanja Bahan

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam Kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

24.000.000

282.000

63.600.000

2.000.000

1.200.000

4.500.000

180.000

1000.000

90.000

3.000.000

3000.000

4.000.000

2.100.000

24.000.000

0

63.489.800

1.980.000

1.020.000

4.180.000

0

800.000

68.000

2.980.000

641.000

1.580.000

731.600

100%

0%

99 82%

99%

85%

85%

0%

80%

99.33%

21.,36%

39,5%

34.83%




Persentase salinan Putusan

perkara Pidana Yang
dikirim Tepat Waktu

Belarya perjalanan
dinas dalam kota

1000.000

700.000

70%

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi

-Belanja Gaji dan
Tumjangan

- Belanja Keperluan
Perkantoran

-Belanja barang
operasional lainnya

-Belanja barang
persediaan barang
konsumsi

- Belanya keperluan

perkantoran

-Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja langganan
listrik

-Belanja Langganan
Telepon

-Belanja Langganan air

2.704.378.0(X)

380.460.000

5.000.000

93.510.000

176.000.000

18.000.000

108.000.000

1.200.000

1.200.000

2.635.406.737

378.451.505

2.950.000

89.697.200

164.301.661

10.184.800

104.535.941

97.46%

99.47%

59%

95.92%

93,95%

56.58%

96.79%
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-Belanja pemeliharaan 128.440.000 127.045.200 98.91%
gedung dan banguan
- Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 28.440.000 21.877.100 76.92%
lainnya
-Belanja pemeliharaan 170.048.000 155.533.597 91.,46%
peralatan dan mesin
-Belanja 1lonor 37.800.000 37.800.000 100%
Operasional
Belanja Barang 30.760.000 30.730.000 99.90%
operasional lainnya
Belanja Barang 22.500.000 22.461.324 99.82%
operasional lainnya
-Belanja perjalanan 82.200.000 71.343.792 86.79%
dinas biasa
-Belanja perjalanan 25.000.000 14.907.400 59.62%
dinas biasa
-Belanja barang 5.500.000 5.381.472 97,84
operasional penanganan
covid 19
¢. Persentase berkas perkara 109.952.000 - Belarja Jasa 24.000.000 24,006,000 100%
vang diajukan Banding, Konsultan
Kasast dan PK secara
lengkap dan tepat waktu - Belanja Bahan 282.000 0 0%
6:3.600.000 63.489.800 99.82%
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- Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

-Belanja perjalanan
Dinas dalam kota

Belunja perjalanan dinas
dalam kota

Belanja Bahan

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam Kota
Belama pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanja perjalanan
dinas dalam kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belanya perjalanan
dinas dalam Kota

2.000.000

1.200.000

4.500.000

180.000

1000.000

90.000

3.000.000

3000.000

4.000.000

2.100.000

1000.000

1.980.000

1.020.000

4.180.000

0

800.000

68.000

2.980.000

641.000

1.580.000

731.600

700.000)

99%

’85%

85%

0%

80%

75.55%

99.33%

21.36%

29,5%

34.83%

0%
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d.  Persentase putusan Program Dipa (01) 37.500.000 - Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 100%
perkara yang menarik Peningkatan Sarana | Badan peralatan dan mesin
perhatian masvarakat dan Prasurany Urusan
vang dapat diakses secara | Aparatur Administrasi
online dalam waktu 1 hann | Mahkamah Agung | Mahkamah
setelal diputus Agung RI
Kegiatan:
Pengadaan Sarana
dan Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah Agung
3 Meningkatn | Persentase Pencari Keadilan | Program Dipa (03) 109.952.000 - Belanja Jasa 24.000.000 24.000.000 100%
ya Akses Golongan Tertentu vang | Peningkatan Badan Dirjen Konsultan
Peradilan Mendapat Lavanan | Manajenien Peradilan
bagi Bantuan Hukum | peradilan umum Umum - Belanja Bahan 282.000 0] 0%
Masyarakat (Posbakum)
Miskin dan Peningkatan - Belanja Barang 63.600.000 63.489.800 99.82%
Terpinggirk manajemen Persediaan Barang
an peradilan mnum Konsumsi
-Belanja perjalanan 2.000.000 1.980.000 99%
Dinas dalam Kota
Bclanja perjalanan dinas | 1.200.000 1.020.000 85%
dalam kota
Belanja Bahan 4.500.000 4.180.000 85%
Belanja pengiriman 180.000 0 0%
surat dinas pos pusat
Belanja perjalanan 1000.000 800.000 80%
dinas dalam kota
90.000 68.000 75.55%
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Meningkatn | d Persentase Putusan Perkara
ya Perdata yang
Kepatuhan Ditindaklanjuti

Terhadap (dieksekusi)

Putusan

Pengadilan

Belarya pengiriman
surat dinas pos pusat

Belamja perjalanan
dinas dalam kota

Belarya pengiriman
surat dinas pos pusat

Belarya perjalanan
dinas dalam kota

Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat

Belarnya perjalanan
dinas dalam kota

3.000.000

3000.000

4.000.000

2.100.000

1000.000

2.980.000

641.000

1.580.000

731.600

700.000

99.33%

21.,36%

39,5%

34.83%

70%
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BABI1V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2021 merupakan gambaran capaian kinerja dari renstra 2020-2024 yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi. laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian
strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tahun
anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya capaian
tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang
telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan
capaian tahun-tahun sebelumnya, namun tidak semua target tercapai masih terdapat faktor
kegagalan dalam pencapaian tersebut hal ini dilihat Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa
kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut
ini identifikasi potensi dan permasalahan yang menjadi factor menurunnya kinerja di
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek sasaran strategis :
Sasaran Strategis1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel,
Dari 11 indikator yang berdasarkan analisis ada 3 indikator yang tidak berhasil yaitu
persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, dan persentase perkara pidana
khusus yang diselesaikan tepat waktu serta Persentase Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi, Faktor penyebab penurunan tersebut adalah: lambatnya
majlis hakim memutuskan perkara yang harus diselesaikan sehingga terjadi penumpukan
berkas, disamping itu banyaknya perkara yang masuk pada bulan desember 2021 sehingga
terjadi penambahan perkara, berkaitan Faktor penyebab kegagalan perkara anak
diselesaikan melalui diversi, dikarenakan rendahnya keinginan masyarakat/ pencari

keadilan melakukan jalur damai melalui Diversi, sehingga pada tahun 2021 jumlah
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perkara mengajukan diversi Nihil, Upaya vang ditempuh untuk menyelesaikan kegagalan
tersebut adalah dengan menjalankan mekanisme percepatan penyvelesaian perkara vang
Akuntabel dan pimpinan harus mengefektifkan SOP dan pengawasan dan pembinaan
terhadap aparatur khususnva majelis hakim yang menangani perkara, untuk meningkatkan
kinerja dalam penyelesaian perkara.

Selanjutnya Sasaran Strategis 2: indikator yang belum tercapai adalah Dan 5
indikator yang berdasarkan analisis ada 1 indikator vang tidak berhasil vaitu Persentase
Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Faktor penyebab penurunan tersebut adalah:
Faktor penyebab kegagalan, dikarenakan rendahnya keinginan masvarakat/ pencari
keadilan melakukan jalur damai melalu Mediasi. Upaya yang ditempuh untuk
menyelesaikan kegagalan tersebut adalah dengan menjalankan mekanisme pembinaan dan
pengawasan terhadap aparatur dalam meningkatkan kinerja, mengefektifkan kembali SOP
tentang Mediasi dan membern kesempatan kepada hakim untuk menjadi hakim mediator
agar hakim tersebut bisa berupaya berhasil mengeluarkan akta perdamaian antar para pihak
serta memberikan penghargaan kepada para hakim yang berhasil melakukan perdamaian
antar para pihak sehingga menjadi motivasi bagi hakim vang lain.

Selanjutnva sasaran strategis 4. Persentase Putusan yang dieksekusi menurun,
Dalam hal putusan BHT dari tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebanyak 9 perkara,
namun vang vang mengajukan eksekusi hanya 7 perkara, sisanya 2 perkara dicabut karena
sudah melakukan pelunasan terhadap hutang, faktor penyebab kegagalan dan pencapaian
target dikerenakan, kondisi Pandemi Covid-19 sehingga eksekusi belum bisa dijalankan,
ada para pihak vang mengajukan eksekusi mencabut eksekusi sebelum pelaksanaannyva
dikarenakan para pihak berdamai sebelum pelaksanaan. Faktor penghambat jalannva
eksekusi dilapangan yaitu dari segi keamanan, dimana jumlah petugas keamanan kurang
memadai. Upaya yang ditempuh terhadap kegagalan iersebut harus melakukan koordinasi
dengan pihak kepolisian agar saat eksekusi berlangsung keamanan harus ketat dan jumlah
petugas harus memadai.

Identifikasi potensi keberhasilan vang menjadi factor meningkatnva kinerja di
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dan beberapa kebijakan dan aspek
strategis: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabel. Dari 1 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis ada 8
indikator yang berhasil yaitu Persentase sisa perkara perdata vang diselesaikan, persentase

sisa perkara pidana vang diselesaikan. sisa perkara pidana vang diselesaikan, Persentase
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sisa perkara pidana khusus vang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Persentase
perkara vang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara vang tidak
mengajukan upava hukum PK dan Index Kepuasan Pencari Keadilan. Faktor penyebab
keberhasilan tersebut adalah Manajeman penyelesaian perkara sudah mulai berjalan dan
SOP sudah mulai efektif dijalankan. Disamping 1tu juga keberhasilan ini juga disebabkan
tingginya para pencari keadilan menerima putusan sehingga tiap tahun jumlah putusan
yang diajukan banding dan PK menurun dan tingginya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Keberhasilan Sasaran strategis 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penvelesaian
perkara: Ada 5 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis semua indikator
berhasil mencapai target vaitu Persentase salinan putusan perkara perdata vang dikirim
tepat waktu, persentase salinan putusan perkara pidana yang dikinim tepat wakiu,
Persentase berkas perkara vang diajukan banding Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat
waktu, dan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara oneline dalam waktu 1 hari setelah putus, Faktor penyebab keberhasilan
tersebut adalah: Relas berjalan walaupun kekurangan tenaga jurusita, Penempatan SDM
yang tepat dan sesuai dengan Tupoksi, Penginputan perkara yang menarik perhatian
masyarakat tepat waktu

Untuk keberhasilan Sasaran Strategis 3. Meningkamya akses peradilan bagi
masvarakat miskin dan terpinggirkan. Ada 1 Indikator Kinerja Utama yang diukur,
berdasarkan analisis 1 indikator yang diukur vaitu Persentase pencari keadilan golongan
tertentu vang mendapat layanan Pos Bakum. Faktor penyebab keberhasilan tersebut
adalah: Pelayanan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum langsung ditindaklanjuti
oleh petugas piket terbukti dan analisis yang dilakukan itu berarti telah menjalankan
Program Mahkamah Agung untuk memben pelavanan pencari keadilan untuk
mendapatkan layvanan hukum melalui Pos Bakum. Upaya untuk meningkatkan capaian
sesual target, sebagal penguat keberhasilan ditetapkan arah kebijakan adalah
Mempermudah para pencari keadilan dalam memperoleh layanan hukum dalam konsultasi,
bimbingan dalam membuat gugatan dll, maka pengadilan menyiapkan pos bantuan hukum
yang melayani tiap jam kerja, yang bekerja sama dengan advokad sebagai petugas yang

dibiayai oleh dipa pengadilan.
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B. SARAN

Dalam mengatasi kegagalan pencapaian target vang ditetapkan dalam renstra 2020-2024

maka perlu disarankan kedepan antara lain:

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkwalitas  karena mempengaruhi dalam
efekiifitas penyelesaian perkara terhadap perkara yang akan diselesaikan.

2. Penambahan pembinaan tenaga teknis hakim khususnya dalam mengeluarkan putusan,
dengan terdapamya putusan hakim vang berkwalitas maka akan meningkatkan
persentase perkara yang tidak mengajukan upava hokum karena para pencari keadilan
merasa puas dengan putusan vang dikeluarkan.

3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur sehingga dapat menunjang kinerja peradilan dalam pelavanan publik

secara prima.
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PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W4.U9/ 23 /KP.04.6/1/2022

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Menimbang

Mengingat

.
-

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 maka dipandang perlu
menyusun Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2021 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut
diatas, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2020 dengan susunan sebagaimana terlampir.

. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan

ditertibkan surat keputusan Tim Penyusun Laporan tersebut dengan susunan
sebagaimana terlampir.

. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pcradifan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009;

. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP,




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

I

Arsip.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENNGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN KELAS I1 TAHUN 2021;

: Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini

sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021,
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022, Rencana

Kinerja Tahun 2023, Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Dokumen Rencana
Strategis Tahun 2020-2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal Januari 2022




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR : W4.U9/  /KP.04.6/1/2022.
TANGGAL : 04 Januari 2022
NAMA |
‘ JUK AGAI
NO NIP/PANGKAT/GOL JABATAN | DITUN SEB
MEDI RAPI BATARA
1 | RANDA,SH,MH Ketua Pelindung/ Penasehat
NIP. 198005222003121001
2 | BENNY ARISANDY, SH,MH Wakil Ketua Ketua Tim
NIP. 197910282003121001
3 e Panitera Ke Iii:roarzilﬁg:\ngka
NIP. 198409022009041003 B P
ggota
4 | MUHAMMAD RONALDLST —— g
NIP. 198104212009041003 B o
merangkap Anggota
ZAERVINA KURNIATY,A.Md,SH Kasubbag Sk ot o K
5 | NIP.198512192009042006 Perencanaan, Teknologi | 5% ¢ :n ? et;a“g ap
Informasi dan pelaporan £go
SUPRIADI, SH
6 | NIP. 196511281993031003 Panitera muda Perdata Anggota Tim
E RONNY ERLANDO Panitera Muda Pidana Anggota Tim
NIP. 197206291993031001
ALMASIH Panitera Muda Hukum Anggota Tim
8 | NIP. 196908171993031007
9 | SUSI WULANDARI Kasubbag Umum dan Anggota Tim
NIP. 198308222014082002 Keuangan
10 | YUNI EKA PUTRI, SH Kasubbag Kepegawaian Anggota Tim
NIP. 198506062009042007 tata laksana dan
organisasi
Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun

Pada tan _r-....,\ 04 Januari 2022




PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung untuk tahun
anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat
dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara
akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjung Balai Karimun, 14 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri




CHECK LIST REVIU

No PERNYATAAN CHECK LIST
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan \Y4
data penting IP.
2. LKj telah menyajikan informasi target AV
kinerja.
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang Vv
memadai.
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang Vv
mendukung informasi pada badan laporan.
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke \Y
depan.
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. \Y4
II | Mekanisme penyusunan | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki \Y4
tugas fungsi untuk itu.
2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah ¥
didukung dengan data yang memadai.
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data \Y4
dan informasi dari unit kerja ke unit
penyusun LKj.
4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di setiap unit \'
kerja.
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan vV
dalam LKj telah diyakini keandalannya.
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui v
oleh unit kerja terkait
7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja Vv
di bawahnya.
II1 | Subtansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Vv
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras v

dengan rencana strategis




3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai

4, Target Indikator Kinerja

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
target indikator kinerja tujuan/sasaran
dalam perjanjian kinerja.

6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU
yang ditetapkan

7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai.

8. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bermanfaat.

9. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran.

10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang
memadai.

11. IKU dan IK telah SMART.




Unit Organisasi
Tahun Anggaran : 2021

PENGUKURAN KINERJA

: Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 Terwujudnya Persentase sisa perkara Perdata
proses peradilan yang disclesaikan
yang pasti 100% 100% 100%
transparan dan
Akuntabel
Persentase sisa perkara Pidana 100% 100% 100%
yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana 100% 100% 100%
khusus yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata 82% 86.36% 105%
Yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana 87% 84.61% 97.,25%
Yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana 87% 84,36% 96,96%
Khusus Yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak 87% 89,70% 103%
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
Persentase Perkara yang Tidak 92% 94 35 102%
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
Persentase Perkara yang Tidak 95% 100% 100%
Mengajukan Upaya Hukum PK
Persentase perkara anak yang 7% 0% 0%
diselesaikan dengan diversi
Indek Kepuasan Pencari 78% 8131% 104%
Keadilan
Rata- rata capaian 91,65%
2 Peningkatan Persentase salinan putusan 100% 100% 100%
efektifitas perkara Perdata yang dikirim
pengelolaan kepada pihak tepat waktu
penyelesaian

perkara




Persentase salinan putusan 100% 100% 100%
perkara Pidana yang dikirim
kepada pihak tepat waktu
Persentase perkara yang 17% 6,66% 39,17%
diselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara 100% 100% 100%
yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK secara lengkap dan
tepat waktu
Persentase putusan perkara 100% 100% 100%
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara oneline dalam waktu 1
hari setelah diputus
Rata-rata Capaian 87,83%
3.  Meningkatnya Persentase Pencari keadilan 100% 100% 100%
akses golongan tertentu yang mendapat
peradilan bagi layanan Bantuan Hukum
masyarakat (Posbakum)
miskin dan
terpinggirkan
Rata — rata Capaian 100%
4  Meningkatnya | Persentase putusan perkara perdata 91% 22,22% 24.41%
kepatuhan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
terhadap
putusan
pengadilan
Rata-rata capaian 24,41%
Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 75,97%




PENGUKURAN KINERJA PER TRI WULAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

TAHUN 2021
No Sasaran Triwulan | Triwulan 1l Triwulan |l Triwulan IV
Strategis Indikator kinerja Target
Target | Realisasi | Capaian | Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaiar
1 Terwujudnya Persentase sisa perkara
Proses Perdata yang diselesaikan
Peradilan 100% 50% 26,67% 54,34% 100% 66,67% 66,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang Pasti,
Transparan
dan Akuntabel
Persentase sisa perkara 100% 50% 60% 120% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pidana yang diselesai
kan
Persentase sisa perkara 100% 50% 58,33% 116% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pidana khusus yang
diselesai
kan
Persentase perkara 82% 65% 38,82% 59,72% 70% 38,82% 55,45% 75% 43,40% 57,86% 82% 46,43% 56,62%
Perdata diselesaikan
tepat waktu
Persentase perkara 87% 70% 60% 85,71% 75% 38,71% 5161% 80% 36,51% 45,63% 87% 38,10% 43,79%
Pidana diselesaikan
tepat waktu
Persentase perkara 87% 70% 20,79% 29,7% 75% 31,45% 41,93% 80% 28,36% 2531% 87% 37,95% 43,62%
Pidana khusus
diselesaikan  tepat
waktu
Persentase perkara yang 87% 60% 88% 146% 70% 88,89% 126% 80% 96,30% 120% 87% 96,55% 110%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding




Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

92%

70%

100%

100%

75%

95,23%

100%

80%

95,34%

119%

92%

88,23%

95,90%

Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum PK

95%

80%

100%

100%

85%

100%

100%

90%

100%

100%

95%

100%

100%

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

17%

2%

5%

6%

7%

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

78%

76%

82,42%

108%

7%

82,42%

108%

77%

92,04%

119%

78%

81,31%

104%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase salinan Putusan
perkara Perdata Yang
dikirim kepada para pihak
Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase salinan Putusan
perkara Pidana Yang dikirim
kepada para pihak Tepat
Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui
Mediasi

17%

2%

12,77%

100%

5%

12,82%

100%

10%

0%

0%

17%

25%

100%

Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

91%

80%

0%

0%

85%

0%

0%

90%

0%

0%

91%

100%

100%




PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

CONEG Tanjung Balai Karimun, Maret 2021

RANDA, S.H., M.H.
200312 1 001




PERIANJIAN KINERJIA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Terwujudnya Proses Peradilan yang |Persentase sisa perkara perdata yang

secara online dalam waktu 1 hari setelah

1 100%
{pasti, transparan dan akuntabel disefesaikan
_|Persentase sisa perkara pidana yang | 100%
diselesaikan |
Persentase perkara pidana khusus yafru 100%
diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang disdesalkan 82%
tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan - 7%
_{tepat waktu
Persentase perkara pidana khusus yang 7%
|diselesaikan tepat waktu
lPusennse perkara yang tidak Menaalutan R
Upuya Hukum Banding
Persentase perkara Pidana yang tidak 92%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
?arsnmase perkara yang tidak mengajukan 95%
|upaya hukum Peninjauan kembali
Pefsentase perkara pidana anak yang 2%
|disejesaikan dengan diversi
4 lndexrespondenpetuﬂkmdtlanyampuas 80%
urhadap layanan pendc'hn
3 R e R T T AT = £ Ab““”“"“ it s S
2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentasesalinanputmanperkaraperﬂata 100%
Penyelesaian Perkara yang dikirim tepat waktu
Persemase salinan putusan perkara pidana 100%
yang dikirim tepat waktu {
|Persentase perkara yang diselesaikan melalui
] 17%
mediasi ;
?q"sentase berkas perkara yang diajukaf\
|banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat 100%
waktu
|Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses 100%

Persentase pencari keadilan golongan | i

|ditindakianjuti {dieksekusi)

3 Masyarakat Miskin dan tertentu yang mendapat layanan bantuan 100%
2 Terpinggirkan ~ [hukum {POSBAKUM)
v = T AT At R T R R Ty e e gt ey ferap 17 <& %
4 [|Meningkatnya Kepatuhan Terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata yang i
Putusan Pengadilan ‘

R A
= su_....an.,..t S

Jumiah anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

_‘_‘_“ Py, (o

dpertama,
2 dilan Negeri

NO IEHEWA PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen &
1 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi FPelakﬁnaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Rp. 4.514.817.000
g DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Rp. 119.452.000
Umum Umum
Tanjung Balai Karimun, Maret 2021




REVIU KE-2 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W4.U9/ \35> /OT.01.1/11/2021
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100%
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan
Akuntabel
2: Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100%
Diselesaikan
‘ 3. Persentase Perkara Perdata yang 82%
| Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase Perkara Perdata Khusus yang 82%
| diselesaikan Tepat Waktu
§: Persentase perkara pidana yang 87%
diselesaikan tepat waktu
6. Persentase perkara Pidana Khusus yang 87%
Diselesaikan Tepat Waktu
X Persentase Perkara yang Tidak 87%
Mengajukan Upaya Hukum Banding
8. Persentase Perkara Yang Tidak 92%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5 9. Persentase perkara yang Tidak 95%
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
| Kembali
|
10. Persentase Perkara Pidana Anak yang 7%
Diselesaikan dengan Diversi
11. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80%
12. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100%
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu




13.

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

100%

14.

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

17%

15,

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

100%

16.

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

100%

7.

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

18.

Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

91%

Tanjung Balai Karimun, 1 Februari 2021

p~198005202003121001




MATRIK REVIU KE-2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi  :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi : 1.Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
: Target
No Tujuan Sasaran Target
. r e Jangka : = =
Uraian Indikator kinerja Menengah Uraian Indikator kinerja
2020 | 2021 2022 2023 2024
1 Pencari keadilan merasa | Persentase sisa perkara perdata 100% Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara perdata
kebutuhan dan | yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
kepuasannya terpenuhi Transparan dan Akuntabel 100% | 100% | 100% 100% 100%
Persentase sisa perkara Pidana 100% Persentase sisa perkara Pidana 100% | 100% | 100% 100% 100%
yang diselesaikan yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana 100% Persentase sisa perkara Pidana 100% | 100% | 100% 100% 100%
khusus yang diselesaikan Khusus yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang 82% Persentase perkara Perdata 80% 82% 82% 86% 88%
diselesaikan yang diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang 87% Persentase perkara Pidana yang 85% 87% 87% 91% 93%
diselesaikan diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara Pidana 87% Persentase perkara Pidana 85% 87% 87% 91% 93%

khusus yang diselesaikan
tepat waktu

khusus yang diselesaikan
tepat waktu




Persentase perkara yang Tidak 87% Persentase perkara yang Tidak 85% 87% 87% 91% 93%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Banding Banding
Persentase perkara yang Tidak 92% Persentase perkara yang Tidak 90% 92% 92% 96% 98%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 95% Persentase perkara yang Tidak 94% 95% 95% 97% 98%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak 7% Persentase Perkara Pidana Anak 7% 7% 7% 10% 1%
yang Diselesaikan dengan Diversi yang Diselesaikan dengan Diversi
Index responden pencari keadilan 80% Index Kepuasan Pencari Keadilan 77% | 78% 80% 80% 81%
Public percaya bahwa PN | Persentase salinan Putusan perkara 100% Peningkatan Efektivitas Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tanjung Balai Karimun | perdata yang dikirim Tepat Waktu Pengelolaan Penyelesaian perkara perdata yang dikirim Tepat
memenuhi butir 1 dan 2 Perkara Waktu
diatas
Persentase salinan Putusan perkara 100% Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Pidana yang dikirim Tepat Waktu perkara Pidana yang dikirim Tepat
Waktu
Persentase Perkara yang 17% Persentase Perkara yang 17% 17% 17% 20% 21%
Diselesaikan melalui Mediasi Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase berkas perkara yang 100% Persentase berkas perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang 100% Persentase putusan perkara yang | 100% | 100% | 100% | 100% 100%

menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus

menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus




Setiap pencari keadilan | Persentase Pencari Keadilan 100% Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan 100% | 100% | 100% 100% | 100%
dapat menjangkau badan | Golongan Tertentu yang Mendapat Peradilan bagi Masyarakat Golongan Tertentu yang Mendapat
peradilan Layanan Bantuan Hukum Miskin dan Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara 91% Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 91% 91% 91% 94% 95%
Perdata yang Ditindaklanjuti Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi) Pengadilan (dieksekusi)

Ditetapkan di

: Tanjung Balai Karimun




MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI A

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi  : 1.Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

No T Target Sasaran Target
Uraian Indikator kinerja w“'"‘ Uraian kinera
| 2021 2022 2024
1 | Pencar keadilan P %3 p p 100% | Terwujudnya Proses f sisa p P o
kebutuhan dan | yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang disalesakan
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7 Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjsuan Kembei
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Perseniase Pekara Pidana Anak
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= Persentase safinan Pulusan parkara
| Prctans yang dikinm Tepst Waktu
TS e R




Setiap pencarl keadilan | Persentase Pencarn 100% Meningkatnya Persentase Pencan Keadilan 100% 100% | 100% | 100%
dapal menjangkau badan | Golongan Terteniu yang Mendapat Peradilan bagi Golongan Tenentu yang Mendapat
peradilan Bantuan Hukum Miskin dan Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
) (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara 91% [ [ Perkara 91% 93% | 94% 95%
Perdata yang Ditindeklanjut| Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti
J Pengadilan (dieksekusi),




